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Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penyusunan Anggaran Berbasis 
Kinerja (Studi Empiris pada Pemerintah Kota Makassar Provinsi 
Sulawesi Selatan) 
Factors Affecting the Performance-Based Budgeting (Empirical 
Study on Government of Makassar South Sulawesi) 
 
Decky Firmansyah Asikin 
Haliah 
M. Natsir Kadir 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mencari bukti empiris bahwa komitmen dari seluruh 
komponen organisasi, penyempurnaan sistem administrasi, dan sumber daya 
manusia sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran 
pendapatan dan belanja yang berbasis kinerja. Data penelitian ini menggunakan 
data primer berupa kuesioner. Penelitian ini menggunakan model analisis regresi 
linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komitmen dari seluruh 
komponen organisasi, penyempurnaan sistem administrasi, sumber daya 
manusia berpengauh terhadap penyusunan anggaran pendapatan dan belanja 
yang berbasis kinerja. 
Kata Kunci:  komitmen dari seluruh komponen organisasi, penyempurnaan 
sistem administrasi, sumber daya manusia, dan penyusunan 
anggaran pendapatan dan belanja yang berbasis kinerja. 
 
This study aims to find empirical evidence that the commitment of all components 
of the organization, improvement of system administration, andhuman resources 
as factors affecting revenue and expenditure budgeting based on performance. 
The data of this study using primary data in the form of a questionnaire. This 
study used multiple linear regression analysis model. The results showed that the 
commitment of all components of the organization, improvement of system 
administration, human resources affect the revenue and expenditure budgeting 
based on performance. 
Keywords: commitment of all components of the organization, improvement of 
system administration, human resources, and budgeting income 
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1.1 Latar Belakang  
Sejak tahun 1980 terjadi perubahan dalam sektor publik. Perubahan 
ini ditandai dengan munculnya teori tentang New Public Management (NPM) 
yang menggantikan sistem yang lama (Mardiasmo, 2004:12). Tuntutan 
perubahan pada sektor publik berdampak pada munculnya  reformasi yang 
telah dilakukan oleh sejumlah negara dan berhasil, yang kemudian 
menciptakan sejumlah prinsip mengenai tata kelola pemerintahan seperti 
terangkum dalam prinsip-prinsip new public management yang diungkapkan 
oleh Hood (1991) dan prinsip-prinsip mengenai reinverting government oleh 
Osborne dan Gaeblar (1992) (Mardiasmo, 2004:11). Metode yang sesuai 
dengan prinsip-prinsip New Public Management yaitu Performance Based 
Budgeting (PBB) yang merupakan sistem penganggaran yang berorientasi 
pada „output‟ organisasi dan berkaitan sangat erat dengan visi, misi dan 
rencana strategis organisasi (Bastian, 2009:92). 
Sejalan dengan terjadinya perubahan sistem administrasi 
pemerintahan akibat krisis ekonomi tahun 1997, kebijakan penganggaran 
mengalami perubahan yang sangat mendasar (Mardiasmo, 2004:17). Pada 
tahun 1999 Indonesia terpaksa harus mengadopsi reformasi keuangan 
daerah yang telah dilakukan oleh negara – negara lain demi mengatasi krisis 
yang ditandai dengan tuntutan akan pemerintahan yang bersih dan bebas 
dari korupsi, kolusi dan nepotisme sebagai bentuk perlawanan dari budaya 




keinginan sebagai prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik (good 
governance) semakin meningkat dengan berlandaskan tiga prinsip utamanya 
yang berlaku secara universal yaitu profesional, transparansi, dan 
akuntabilitas telah mendorong adanya usaha untuk meningkatkan kinerja 
dibidang pengelolaan keuangan, dengan mengembangkan pendekatan yang 
lebih sistematis dalam penganggaran sektor publik (Mardiasmo, 2004:29). 
Arus perubahan ini melahirkan agenda reformasi sektor publik yang 
mencakup reformasi anggaran, reformasi manajemen, reformasi akuntansi, 
reformasi audit, dan reformasi lembaga (Mardiasmo, 2004:27). 
Upaya mengatasi tuntutan perkembangan reformasi anggaran, 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara, menjelaskan bahwa rencana kerja dan anggaran disusun 
berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai, atau berbasis kinerja. 
Penjelasan undang-undang tersebut menguraikan bahwa anggaran berbasis 
prestasi kerja merupakan upaya untuk memperbaiki proses penganggaran di 
sektor publik, karena pendekatan ini memperjelas tujuan dan indikator kinerja 
sebagai bagian dari pengembangan sistem penganggaran berdasarkan 
kinerja. Hal ini akan mendukung perbaikan efisiensi dan efektivitas dalam 
pemanfaatan sumber daya dan memperkuat proses pengambilan keputusan 
tentang kebijakan dalam kerangka jangka menengah. Rencana Kerja dan 
Anggaran (RKA) yang disusun berdasarkan prestasi kerja dimaksudkan 
untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dengan menggunakan 
sumber daya yang terbatas. Oleh karena itu, program dan kegiatan harus 
diarahkan untuk mencapai hasil dan keluaran yang telah ditetapkan sesuai 




Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah membuka 
peluang yang luas bagi daerah untuk mengembangkan dan membangun 
daerahnya sesuai dengan kebutuhan dan prioritasnya masing-masing. 
Pemerintah Kota Makassar yang telah menerapkan sistem 
penganggaran berbasis kinerja belum maksimal. Berdasarkan Laporan 
Realisasi Anggaran 3 tahun terakhir (2010-2012) pos belanja tidak mencapai 
anggaran yang telah ditetapkan dengan rata-rata realisasinya 91,82%. 
Jumlah 8,18% tentu cukup besar dan memperlihatkan penganggaran yang 
belum maksimal sehingga reallisasi tidak dapat tercapai, hal ini dapat terlihat 
pada tabel 1.1 ringkasan LRA Pemkot Makassar.  
Tabel 1.1 Ringkasan Pos Belanja LRA  
Pemerintah Kota Makassar 
Tahun 
Anggaran 













      Sumber: Data diolah 2014 
Kegagalan reformasi anggaran sering disebabkan karena 
pemahaman yang tidak cukup oleh pelaksana anggaran dan syarat-syarat 
reformasi yang harus dipenuhi dalam proses penganggaran (Achyani dan 
Cahya, 2011), dalam buku Pedoman Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja 
yang diterbitkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) 
tahun 2005 beberapa faktor keberhasilan implementasi penggunaan 




1. Kepemimpinan dan komitmen dari seluruh komponen organisasi. 
2. Fokus penyempurnaan administrasi secara terus menerus. 
3. Sumber daya yang cukup untuk usaha penyempurnaan tersebut 
(uang, waktu dan orang). 
4. Penghargaan (reward) dan sanksi (punishment) yang jelas. 
5. Keinginan yang kuat untuk berhasil. 
Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh 
Sembiring (2009) dengan judul : “ Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi 
Penyusunan APBD Yang Berbasis Kinerja (Studi Empiris Di Pemerintah 
Kabupaten Karo)”. Hasil penelitian Sembiring (2009) membuktikan bahwa 
komitmen dari seluruh komponen organisasi, penyempurnaan sistem 
administrasi, sumber daya yang cukup, penghargaan (reward) yang jelas 
dan hukuman/sanksi (punishment) yang tegas secara simultan berpengaruh 
signifikan terhadap APBD berbasis kinerja. Secara parsial penyempurnaan 
sistem administrasi, penghargaan (reward) yang jelas dan hukuman/sanksi 
(punishment) yang tegas berpengaruh signifikan terhadap APBD berbasis 
kinerja, tetapi yang memiliki pengaruh terbesar terhadap APBD berbasis 
kinerja adalah penyempurnaan sistem administrasi. Perbedaan Penelitian ini 
dengan penelitian yang dilakukan oleh Sembiring (2009) terdapat pada 
perbedaan objek penelitian dan variabel yang diambil oleh peneliti adalah 
komitmen organisasi, penyempurnaan sistem administrasi, dan sumber daya 
manusia.  
Izzaty (2011) meneliti tentang pengaruh gaya kepemimpinan dan 
kualitas sumber daya manusia (SDM) terhadap penerapan anggaran 




kinerja pada Badan Layanan Umum (BLU) universitas dengan menggunakan 
variabel bebas yaitu gaya kepemimpinan dan kualitas sumber daya manusia. 
Hasil dari pengujian hipotesis di dalam penelitian Izzaty (2011) menunjukkan 
bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
penerapan anggaran berbasis kinerja. Kualitas SDM juga memiliki pengaruh 
positif dan signifikan terhadap penerapan anggaran berbasis kinerja. Secara 
simultan, gaya kepemimpinan dan kualitas sumber daya manusia memiliki 
pengaruh yang positif dan signifikan terhadap penerapan anggaran berbasis 
kinerja badan layanan umum (BLU). 
Berdasarkan uraian diatas, perlu diteliti mengenai faktor – faktor 
penyusunan anggaran. Oleh karena itu peneliti mengambil judul sebagai 
berikut: “Faktor–Faktor Yang Memengaruhi Penyusunan Anggaran 
Berbasis Kinerja (Studi Empiris Pada Pemerintah Kota Makassar 
Sulawesi Selatan)”. Faktor – faktor yang memengaruhi penyusunan 
anggaran antara lain: komitmen dari seluruh komponen organisasi, 
penyempurnaan sistem administrasi, dan sumber daya manusia dalam 
penyusunan anggaran berbasis kinerja. 
 
1.2 Rumusan masalah 
Apakah faktor – faktor yang memengaruhi anggaran berbasis kinerja 
yaitu: komitmen dari seluruh komponen organisasi, penyempurnaan sistem 
administrasi, sumber daya manusia sebagai faktor-faktor yang memengaruhi 






1.3 Tujuan penelitian 
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mencari bukti empiris 
bahwa faktor-faktor yang memengaruhi penyusunan angggaran berbasis 
kinerja yaitu: komitmen dari seluruh komponen organisasi, penyempurnaan 
sistem administrasi, dan sumber daya manusia sebagai faktor-faktor yang 
memengaruhi penyusunan anggaran berbasis kinerja. 
 
1.4 Kegunaan Penelitian 
1. Bagi peneliti, untuk menambah wawasan peneliti khususnya tentang 
faktor-faktor yang memengaruhi penerapan penganggaran berbasis 
kinerja dalam penyusunan anggaran 
2. Bagi instansi, penelitian ini dapat sebagai bahan informasi tambahan, 
atau masukan dan sebagai bahan pertimbangan pejabat pemerintah 
penyempurnaan dan perbaikan penyusunan anggaran. 
3. Akademisi, sebagai acuan dan bahan pertimbangan bagi penelitian lebih 
lanjut dan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pada bidang 
konsentrasi ilmu akuntansi. 
 
1.5 Ruang Lingkup Penelitian 
Pada penelitian ini peneliti menggunakan tiga faktor independen yaitu: 
komitmen organisasi, penyempurnaan sistem administrasi, sumber daya 
manusia yang memengaruhi satu variable dependen anggaran berbasis 
kinerja. Penentuan faktor-faktor ini berdasarkan penelitian-penelitian 
sebelumnya. Analisis faktor-faktor tersebut mengambil sampel pada 




1.6 Organisasi/Sistematika  
BAB I  Latar Belakang 
Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, 
tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup penelitian dan 
organisasi/sistematika. 
BAB II  Tinjauan Pustaka 
Bab ini membahas tentang landasan teori, penelitian terdahulu, 
kerangka pemikiran, dan hipotesis.  
BAB III  Metodologi Peneltian 
Bab ini berisi tentang rancangan penelitian, variabel penelitian dan 
definisi operasional, populasi dan penentuan sampel, jenis dan 
sumber data, metode pengumpulan data, dan analisis data. 
BAB IV  Hasil dan Pembahasan 
Bab ini berisi tentang deskripsi dari objek penelitian, analisis data, 
dan pembahasan atas hasil analisis data. 
BAB V  Penutup 
Bab ini berisi penjelasan mengenai kesimpulan dari hasil yang 
diperoleh setelah dilakukan penelitian. Selain itu disajikan 










2.1 Pengertian Anggaran 
Haryanto,dkk (2007) menjelaskan bahawa anggaran sektor publik 
adalah rencana kegiatan dan keuangan periodik (biasanya dalam periode 
tahunan) yang berisi program dan kegiatan dan jumlah dana yang diperoleh 
(penerimaan/pendapatan) dan dibutuhkan (pengeluaran/belanja) dalam 
rangka mencapai tujuan organisasi. Mardiasmo (2009:61) menyebutkan 
bahwa  “anggaran merupakan estimasi kinerja yang hendak dicapai selama 
periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial”, sedangkan 
penganggaran (budgeting) merupakan aktifitas mengalokasikan sumber 
daya keuangan yang terbatas untuk pembiayaan belanja organisasi yang 
cenderung tidak terbatas (Haryanto, dkk: 2007). 
Due (2000) dalam Sembiring (2009) mendefinisikan anggaran negara 
sebagai rencana keuangan periodik yang disusun berdasarkan program 
yang telah disahkan dan merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan 
suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif dan umumnya 
dinyatakan dalam satuan moneter untuk jangka waktu tertentu, dari definisi 
diatas Sembiring (2009) menjelaskan pengertian lebih lanjut sebagai berikut: 
1) Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja 
pemerintah yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu 
yang dinyatakan dalam ukuran finansial (Rupiah), 
2) Penyusunan anggaran negara adalah suatu proses politik, 




mempersiapkan suatu anggaran dengan tahap yang sangat rumit 
dan mengandung nuansa politik yang sangat kental karena 
memerlukan pembahasan dan pengesahan dari wakil rakyat di 
parlemen yang terdiri dari berbagai utusan partai politik. 
3) Berbeda dengan anggaran pada sektor swasta dimana anggaran 
merupakan bagian dari rahasia perusahaan yang tertutup untuk 
publik, sebaliknya anggaran negara justru harus dikonfirmasikan 
kepada publik untuk diberi masukan dan kritik. 
4) Anggaran negara merupakan instrumen akuntabilitas atas 
pengelolaan dana publik dan pelaksanaan progam-program yang 
dibiayai dengan uang publik. Proses penganggaran dimulai ketika 
perencanaan strategik dan perumusan strategi telah diselesaikan. 
Jadi anggaran negara merupakan artikulasi dari perumusan 
strategi dan perencanaan strategik yang telah dibuat. 
5) Tahap penganggaran menjadi sangat penting karena anggaran 
yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat 
mengagalkan perencanaan yang sudah disusun. 
Penganggaran memiliki tiga tujuan utama yang saling terkait yaitu 
stabilitas fiskal makro, alokasi sumber daya sesuai prioritas, dan 
pemanfaatan anggaran secara efektif dan efisien, sebagai instrumen 
kebijakan ekonomi anggaran berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan 
ekonomi, stabilitas ekonomi, dan pemerataan pendapatan (Mardiasmo, 
2009:62). Anggaran negara juga berfungsi sebagai alat perencanaan dan 
pengawasan aktivitas pemerintahan. Penganggaran (budgeting) 




terbatas untuk pembiayaan belanja negara yang cenderung tanpa batas 
(Mardiasmo, 2009:62). 
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 pasal 10 menerangkan tugas 
Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) sebagai pejabat 
pengelola APBD antara lain sebagai berikut : 
1) Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBD 
2) Menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD 
3) Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah 
ditetapkan dengan peraturan 
4) Melaksanakan fungsi bendahara umum daerah 
5) Menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban 
pelaksanaan APBD. 
Sedangkan kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang 
dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 mempunyai tugas sebagai berikut 
: 
1) Menyusun anggaran satuan kerja perangkat daerah yang 
dipimpinnya 
2) Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran 
3) Melaksanakan anggaran satuan kerja perangkat daerah yang 
dipimpinnya 
4) Melaksanakan pemungutan pendapatan bukan pajak 
5) Mengelola barang/kekayaan milik daerah pada satuan kerja 
perangkat daerah yang dipimpinnya 
6) Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja 
perangkat daerah yang dipimpinnya 
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 menyebutkan bahwa 
anggaran adalah alat akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi. 




mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan 
pendapatan dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Menurut Bastian 
(2006:80), fungsi anggaran meliputi: 
1) Anggaran merupakan hasil akhir proses penyusunan rencana 
kerja 
2)  Anggaran merupakan cetak biru aktivitas yang akan dilaksanakan 
di masa mendatang/pedoman bagi pemerintah dalam mengelola 
untuk satu periode di masa yang akan datang 
3) Anggaran sebagai alat komunikasi intern yang menghubungkan 
berbagai unit kerja dan mekanisme kerja antar atasan dan 
bawahan 
4) Anggaran sebagai alat pengendalian unit kerja 
5) Anggaran sebagai alat motivasi dan persuasi tindakan efektif dan 
efisien dalam pencapaian visi organisasi 
6) Anggaran merupakan instrumen politik; dan 
7) Anggaran merupakan instrumen kebijakan fiskal. 
Mardiasmo (2009:75) menjelaskan bahwa dalam 
perkembangannya anggaran sektor publik disusun dengan berbagai 
sistem-sistem yang dipengaruhi oleh pikiran-pikiran yang melandasi 






2.1.1 Traditional Budgeting System 
Traditional budgeting system adalah suatu cara menyusun 
anggaran yang tidak didasarkan atas pemikiran dan analisa rangkaian 
kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah 
ditentukan (Sembiring, 2009). Traditional budget selama ini juga 
didominasi oleh penyusunan anggaran yang bersifat line-item dan 
incrementalism, yaitu proses penyusunan anggaran yang hanya 
mendasarkan pada besarnya realisasi anggaran tahun sebelumnya 
(Bastian, 2009:86). 
Sistem Traditional budgeting system lebih banyak menekankan 
pada pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran secara akuntansi yang 
meliputi pelaksanaan anggaran, pengawasan anggaran dan penyusunan 
pembukuannya. Pengelompokan pos-pos anggaran didasarkan atas 
obyek-obyek pengeluaran, sedangkan distribusi anggaran didasarkan 
atas jatah tiap-tiap SKPD (Bastian, 2009:86). Dasar pemikirannya adalah 
setiap pengeluaran negara harus didasarkan pada perhitungan dan 
penelitian yang ketat agar tidak terjadi pemborosan dan penyimpangan 
atas dana yang terbatas, konsekuensinya tidak ada perubahan mendasar 
terhadap anggaran baru (Mardiasmo, 2009:78). Hal ini seringkali 
bertentangan dengan kebutuhan riil dan kepentingan masyarakat. 
 
2.1.2 Performance Based Budgeting  
Penganggaran (budgeting) merupakan aktifitas mengalokasikan 
sumberdaya keuangan yang terbatas untuk pembiayaan belanja 




demikian, Performance Based Budgeting (Penganggaran Berbasis 
Kinerja) adalah sistem penganggaran yang berorientasi pada „output‟ 
organisasi dan berkaitan sangat erat dengan Visi, Misi dan Rencana 
Strategis organisasi, sehingga dapat memberikan informasi tentang 
efektivitas dan efisiensi kegiatan (Haryanto, dkk, 2007:74).  
Buku Pedoman Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja yang 
diterbitkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) 
tahun 2005 menyatakan bahwa kondisi yang harus disiapkan sebagai 
faktor pemicu keberhasilan implementasi penggunaan anggaran berbasis 
kinerja, yaitu : 
1) Kepemimpinan dan komitmen dari seluruh komponen 
organisasi. 
2) Fokus penyempurnaan administrasi secara terus menerus. 
3) Sumber daya yang cukup untuk usaha penyempurnaan 
tersebut (uang, waktu dan orang).  
4) Penghargaan (reward) dan sanksi (punishment) yang jelas. 
5) Keinginan yang kuat untuk berhasil. 
Wahono (2001) dalam Sembiring (2009) menyebutkan bahwa 
“Kepemimpinan sebagai suatu proses dan perilaku untuk mempengaruhi 
aktivitas para anggota kelompok untuk mencapai tujuan bersama yang 
dirancang untuk memberikan manfaat individu dan organisasi”. Komitmen 
dari seluruh komponen organisasi adalah kesepakatan antara kepala 
satuan kerja beserta seluruh komponen organisasi dalam melaksanakan 
tugas pokok dan fungsi organisasinya untuk keberhasilan melaksanakan 





Penyempurnaan sistem administrasi merupakan penyiapan 
instrumen pengukuran anggaran berbasis kinerja secara terus menerus. 
Sumber daya manusia yang cukup yaitu tersedianya upaya peningkatan 
implementasi anggaran berbasis kinerja berupa adanya upaya 
penyediaan pendidikan dan keterampilan yang menunjang peningkatan 
sumber daya manusia untuk meningkatkan kualitas implementasi 
anggaran berbasis kinerja (Sembiring.2009). 
 
2.1.3 Planning, Programming, Budgeting System (PPBS) 
Planning, Programming, Budgeting System (PPBS) merupakan 
teknik penganggaran yang didasarkan pada teori sistem yang berorientasi 
pada output dan tujuan dengan penekanan utamanya adalah alokasi 
sumberdaya berdasarkan analisis ekonomi (Mardiasmo, 2009:87). Sistem 
anggaran PPBS tidak mendasarkan pada struktur organisasi tradisional 
yang terdiri dari divisi-divisi, namun berdasarkan program, yaitu 
pengelompokkan aktivitas untuk mencapai tujuan tertentu. PPBS adalah 
salah satu program penganggaran yang ditujukan untuk membantu 
manajemen pemerintahan di dalam membuat keputusan alokasi sumber 
daya secara lebih baik (Bastian.2009:89). Hal tersebut disebabkan oleh 
sumber daya yang dimiliki pemerintah yang terbatas jumlahnya, 
sementara tuntutan masyarakat sangat banyak bahkan tidak terbatas 
jumlahnya, dalam keadaan seperti itu, pemerintah dihadapkan pada 
pilihan alternatif keputusan yang memberikan manfaat paling besar dalam 




kerangka untuk membuat pilihan tersebut (Mardiasmo.2009:87). Bastian 
(2009:88) Menjelaskan komponen PPBS antara lain: 
1) Planning, pada pokoknya memikirkan dan memastikan segala 
apa yang menjadi kebutuhan riil, menentukan data-data, tujuan 
serta memilih jalannya guna mencapai data-data tersebut dari 
sekian banyak alternatif. 
2) Programming, adalah mengatur, mengorganisir, dan 
membimbing rangkaian jalan-jalan tertentu yang menuju 
tercapainya tujuan dan data-data sebagaimana yang ditetapkan 
dalam planning. 
3) Budgeting, yaitu menterjemahkan keputusan-keputusan 
planning programming tersebut diatas menjadi rencana-
rencana keuangan khusus selama suatu periode. 
4) System, adalah mekanisme yang melakukan integrasi, 
checking, dan peninjauan kembali serta koreksi terhadap 
semua desisi planning, programming, budgeting, sehingga 
segala sesuatunya berlangsung didalam rangka administrasi 
yang stabil dan konsekuen. 
PPBS (planning, programming, budgeting system) bermakna 
bahwa perencanaan, penyusunan program dan penganggaran dipandang 
sebagai suatu system yang tak terpisahkan satu sama lainnya. PPBS 
merupakan suatu proses yang komprehensif untuk pengambilan 
keputusan yang lebih efektif (Bastian.2009:88). 
Penyusunan anggaran berbasis kinerja perlu diperhatikan tentang 
prinsip-prinsip penganggaran, Halim dan Iqbal (2012) menjelaskan 




1) Transparansi dan akuntabilitas anggaran. Anggaran harus 
dapat menyajikan informasi yang jelas mengenai tujuan, 
sasaran, hasil, dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari 
suatu kegiatan atau proyek yang dianggarkan.  
2) Disiplin anggaran. Pendapatan yang direncanakan merupakan 
perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai 
untuk setiap sumber pendapatan. Sedangkan belanja yang 
dianggarkan pada setiap pos/pasal merupakan batas tertinggi 
pengeluaran belanja. Penganggaran pengeluaran harus 
didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan 
dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan 
kegiatan/proyek yang belum/tidak tersedia anggarannya. 
Dengan kata lain, bahwa penggunaan setiap pos anggaran 
harus sesuai dengan kegiatan/proyek yang diusulkan 
3) Keadilan anggaran. Pemerintah wajib mengalokasikan 
penggunaan anggarannya secara adil agar dapat dinikmati oleh 
seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi dalam 
pemberian pelayanan, karena pendapatan pemerintah pada 
hakikatnya diperoleh melalui peran serta masyarakat secara 
keseluruhan. 
4) Efisiensi dan efektifitas anggaran. Penyusunan anggaran 
hendaknya dilakukan berlandaskan azas efisiensi, tepat guna, 
tepat waktu pelaksanaan, dan penggunaannya dapat 
dipertanggungjawabkan. Dana yang tersedia harus 




menghasilkan peningkatan dan kesejahteraan yang maksimal 
untuk kepentingan masyarakat. 
5) Disusun dengan pendekatan kinerja. Anggaran yang disusun 
dengan pendekatan kinerja mengutamakan upaya pencapaian 
hasil kerja (output/outcome) dari perencanaan alokasi biaya 
atau input yang telah ditetapkan. Hasil kerjanya harus sepadan 
atau lebih besar dari biaya atau input yang telah ditetapkan. 
Selain itu harus mampu menumbuhkan profesionalisme kerja di 
setiap organisasi kerja yang terkait. 
 
2.2  Anggaran Berbasis Kinerja 
Anggaran berbasis kinerja merupakan penyusunan anggaran 
yang dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan 
dengan keluaran dan hasil yang diharapkan, termasuk efisiensi dalam 
pencapaian hasil dan keluaran tersebut (Sembiring, 2009). Penerapan 
penganggaran berbasis kinerja akan mendukung alokasi anggaran 
terhadap prioritas program dan kegiatan, sistem ini terutama berusaha 
untuk menghubungkan antara keluaran (outputs) dengan hasil 
(outcomes) yang disertai dengan penekanan terhadap efektifitas dan 
efisiensi terhadap anggaran yang dialokasikan (Ismail dan 
Idris.2009:120).  
Sembiring (2009) menjelaskan maksud dan tujuan 
penganggaran berbasis kinerja adalah : 
1) Mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja (ouput) dan 




2) Disusun berdasarkan sasaran tertentu yang hendak dicapai 
dalam satu tahun anggaran; 
3) Program dan kegiatan disusun berdasarkan renstra 
kementerian negara/lembaga. 
Ismail dan idris (2009:102) menjelaskan penerapan 
penganggaran berbasis kinerja tersebut akan tercermin dalam dokumen 
anggaran (RKA), secara substansi RKA menyatakan informasi kebijakan 
beserta dampak alokasi anggarannya. lnformasi yang dinyatakan dalam 
RKA menurut Ismail dan idris (2009:102) antara lain berupa : 
1) Kebijakan dan hasil yang diharapkan dari suatu program. 
2) Kondisi yang diinginkan untuk mencapai sasaran program 
berupa output dan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan. 
3) Kegiatan dan keluarannya beserta masukan sumber daya 
yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan. 
Komponen pokok pendekatan anggaran berbasis kinerja dalam RKA 
menurut Ismail dan idris (2009:121) antara lain: 
- Satuan kerja sebagai penangung jawab pencapaian 
keluaran/output kegiatan/ subkegiatan 
- Kegiatan: Rangkaian tindakan yang dilaksanakan satuan kerja 
sesuai dengan tugas pokoknya untuk menghasilkan keluaran 
yang ditentukan 
- Keluaran Satuan kerja mempunyai keluaran yang jelas & terukur 




- Standar Biaya: Perhitungan anggaran didasarkan pada standar 
biaya (bersifat umum dan bersifat khusus) 
- Analisis standar belanja:  Pembebanan anggaran pada jenis 
belanja yang sesuai 
Elemen-elemen yang penting untuk diperhatikan dalam 
penganggaran berbasis kinerja adalah: a) Tujuan yang disepakati dan 
ukuran pencapaiannya; b) Pengumpulan informasi yang sistematis atas 
realisasi pencapaian kinerja dapat diandalkan dan konsisten, sehingga 
dapat diperbandingkan antara biaya dengan prestasinya, selanjutnya 
implementasi tentang Anggaran Berbasis Kinerja, pada kenyataannya 
adalah menyangkut dokumen anggaran, baik perencanaan maupun 
pelaksanaan, seperti RKA (Rencana Kerja Anggaran), Pagu Anggaran 
Sementara, dan DPA (Daftar Pelaksanaan Anggaran) (Ismail dan idris, 
2009:102). 
Keluaran (output) merupakan prestasi kerja berupa barang atau 
jasa yang dihasilkan oleh suatu Kegiatan yang dilaksanakan untuk 
mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan. 
Keluaran (output) kegiatan satuan kerja adalah sesuai dengan yang 
direncanakan dan dimuat dalam dokumen Rencana kinerja tahunan 
Renja) dalam rangka penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah (LAKIP) (Ismail dan idris, 2009:102). 
. 
2.3 Perencanaan Kinerja 
Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja 




rencana stratejik, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui 
berbagai kegiatan tahunan. didalam rencana kinerja ditetapkan rencana 
capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada 
tingkat sasaran dan kegiatan (Sembiring.2009). Penyusunan rencana kinerja 
dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta 
merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. 
Ismail dan Idris (2009:122) menjelaskan bahwa tingkat pelayanan 
yang diinginkan pada dasarnya merupakan indikator kinerja yang diharapkan 
dapat dicapai oleh Pemerintah dalam melaksanakan kewenangannya. 
Selanjutnya menurut Ismail dan Idris (2009:122) untuk penilaian kinerja 
dapat digunakan ukuran penilaian didasarkan pada indikator, indikator 
kinerja ialah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat 
pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan, secara lebih rinci menurut 
Ismail dan Idris (2009:122) indikator kinerja kegiatan yang akan ditetapkan 
dikategorikan kedalam kelompok: 
1) Masukan (inputs) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar 
pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam 
rangka menghasilkan output, misalnya sumber daya manusia, 
dana, material, waktu, teknologi, dan sebagainya. 
2) Keluaran (outputs) adalah segala sesuatu berupa produk/ jasa 
(fisik dan atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan 
suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang 
digunakan. 
3) Hasil (outcomes) adalah segala sesuatu yang mencerminkan 




merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/ jasa dapat 
memenuhi dan harapan masyarakat. 
4) Manfaat (benefits) adalah kegunaan suatu keluaran (outputs) yang 
dirasakan langsung oleh masyarakat.dan dapat berupa 
tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik. 
5) Dampak (impact) adalah ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi 
lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh 
capaian kinerja disetiap indikator dalam suatu kegiatan. 
 
2.4 Target Kinerja 
Setelah indikator kinerja ditentukan, mulailah disusun target kinerja 
untuk setiap indikator kinerja yang telah ditentukan, penetapan target kinerja 
dimaksudkan untuk mengetahui target (sasaran kuantitatif) dari pelaksanaan 
kegiatan/program dan kebijaksanaan yang telah ditetapkan (Edstrom, 
2009:7). Target kinerja harus mempertimbangkan sumber daya yang ada 
dan juga kendala-kendala yang mungkin timbul dalam pelaksanaannya. Ada 
beberapa kriteria yang harus dipenuhi dalam menentukan target kinerja yang 
baik, seperti dapat dicapai, ekonomis, dapat diterapkan, konsisten, 
menyeluruh, dapat dimengerti, dapat diukur, stabil, dapat diadaptasi, 
legitimasi, seimbang, dan fokus kepada pelanggan (Edstrom, 2009:7).  
Faktor yang harus dipertimbangkan dalam penetapan target kinerja 
menurut Sembiring (2009) antara lain: a) Miliki dasar penetapan sebagai 
justifikasi penganggaran yang diprioritaskan pada setiap fungsi/bidang 
pemerintahan; b) Memperhatikan tingkat pelayanan minimum yang 




Kelanjutan setiap program, tingkat inflasi, dan tingkat efisiensi menjadi 
bagian yang penting dalam menentukan target kinerja; d) Ketersediaan 
sumber daya dalam kegiatan tersebut: dana, sumber daya manusia, sarana, 
prasarana pengembangan teknologi, dan lain sebagainya; f) Kendala yang 
mungkin dihadapi di masa depan.  
Penetapan target kinerja dalam Sembiring (2009) harus memenuhi 
kriteria sebagai berikut: a) Spesifik, berarti unik yang menggambarkan 
obyek/subyek tertentu, tidak diinterpretasikan lain; b) Dapat diukur, secara 
obyektif dapat diukur baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif; c) Dapat 
dicapai (attainable). Sesuai dengan usaha-usaha yang dilakukan pada 
kondisi yang diharapkan akan dihadapi : a) Realistis; b) Kerangka waktu 
pencapaian (time frame) jelas; dan c) Menggambarkan hasil atau kondisi 
perubahan yang ingin dicapai. 
 
2.5 Standar Analisis Belanja 
Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 167 (3) menyebutkan 
bahwa, Standar analisis belanja merupakan salah satu hal yang harus 
dipertimbangkan pada penyusunan APBD. Menurut buku Pedoman 
Penyusunan APBD Berbasis Kinerja diterbitkan oleh Badan Pengawasan 
Keuangan dan Pembangunan (2005), Standar Analisis Belanja adalah 
standar untuk menganalisis anggaran belanja yang digunakan dalam suatu 
program atau kegiatan untuk menghasilkan tingkat pelayanan tertentu sesuai 
dengan kebutuhan masyarakat. 
Sembiring (2009) menambahkan bahwa standar analisis belanja 




atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah 
dalam satu tahun anggaran penilaian terhadap usulan anggaran belanja 
dikaitkan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai melalui program atau 
kegiatan, sehingga Halim dan Iqbal (2012:187) menyimpulkan bahwa 
penggunaan analisis standar belanja oleh pemerintah daerah akan 
meminimalkan penyerapan APBD dan mendorong penetapan biaya dan 
pengalokasian anggaran kepada  setiap unit kerja menjadi lebih logis dan 
efisien. 
 
2.6 Standar Biaya 
Standar biaya merupakan perbandingan antara belanja dengan 
target kinerja yang dapat juga dinamakan biaya rata – rata per-satuan output 
(Ismail dan idris.2009:123). Penerapan standar biaya ini membantu 
penyusunan anggaran belanja suatu program atau kegiatan bagi setiap 
satuan kerja yang ada agar kebutuhan atas suatu kegiatan yang sama tidak 
berbeda biayanya (Sembiring.2009). pengembangan standar biaya akan 
dilakukan dan diperbaharui secara terus menerus sesuai dengan perubahan 
harga yang berlaku, sehingga penganggaran dengan pendekatan kinerja 
adalah secara keseluruhan proses yang terjadi dalam organisasi pemerintah 
harus dapat diukur kinerjanya, mulai dari output, outcome/result dan impact 





Sumber: Penelitian Sembiring (2009) 
 
Gambar 2.1 Keterkaitan Antara Anggaran Berbasis Kinerja (ABK), Rencana 
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2.7 Penelitian Terdahulu 
Penelitian mengenai faktor-faktor yang memengaruhi anggaran 
kinerja pemerintah telah dilakukan beberapa kali dengan mengambil sampel 
dan variabel yang berbeda. Beberapa penelitian yang relevan dengan 
penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut. 
Penelitian yang dilakukan oleh Vian (2010) yaitu ” Good 
Governance And Performance-Based Budgeting: Factors Affecting Reform 
Progress In Lesotho Hospitals”. Variabel yang digunakan pada penelitian 
tersebut adalah aplikasi transformational change (TC) model: impetus to 
transform, leadership commitment, improvement initiative, alignment, 
integration  untuk memahami implementasi anggaran berbasis kinerja pada 
rumah sakit di Lesotho. Penelitian Vian (2010) menyimpulkan bahwa TC 
model tidak berpengaruh terhadap implementasi anggaran berbasis kinerja 
pada rumah sakit di Lethoso karena dorongan untuk berubah (impetus to 
transform) dari kepala rumah sakit, kepala unit, dan karyawan rumah sakit 
sangat lemah, peneliti menemukan bahwa tanpa adanya dorongan untuk 
berubah faktor leadership commitment, improvement initiative, alignment, 
integration akan sulit dilakukan. 
Penelitian Wulandari (2011) tentang “Pengaruh Partisipasi 
Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah: 
Kepuasan Kerja Dan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating”. 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh partisipasi penyusunan 
anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah dengan kepuasan 
kerja dan komitmen organisasi sebagai variabel moderating di Pemerintah 
Daerah Kabupaten Demak. Hasil analisis dari penelitian Wulandari (2011) 




aparat pemerintah daerah, dengan di perkuat oleh kepuasan kerja dan 
komitmen organisasi sebagai variabel moderating. 
Penelitian yang dilakukan Sembiring (2009) dengan judul : “ Faktor-
Faktor Yang Mempengaruhi Penyusunan APBD Yang Berbasis Kinerja 
(Studi Empiris Di Pemerintah Kabupaten Karo)”. Hasil penelitian Sembiring 
(2009) membuktikan bahwa komitmen dari seluruh komponen organisasi, 
penyempurnaan sistem administrasi, sumber daya yang cukup, 
penghargaan (reward) yang jelas dan hukuman/sanksi (punishment) yang 
tegas secara simultan berpengaruh signifikan terhadap APBD berbasis 
kinerja. Secara parsial penyempurnaan sistem administrasi, penghargaan 
(reward) yang jelas dan hukuman/sanksi (punishment) yang tegas 
berpengaruh signifikan terhadap APBD berbasis kinerja, tetapi yang 
memiliki pengaruh terbesar terhadap APBD berbasis kinerja adalah 
penyempurnaan sistem administrasi.  
Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Khairina Nur Izzaty 
(2011) di Semarang tentang “ Pengaruh Gaya Kepemimpinan Dan Kualitas 
Sumber Daya Manusia (SDM) Terhadap Penerapan Anggaran Berbasis 
Kinerja”. Dalam penelitian Izzaty (2011) mengkaji penerapan anggaran 
berbasis kinerja pada Badan Layanan Umum (BLU) universitas dengan 
menggunakan variabel bebas yaitu gaya kepemimpinan dan kualitas 
sumber daya manusia. Hasil dari pengujian hipotesis di dalam penelitian ini 
menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap penerapan anggaran berbasis kinerja. Kualitas SDM juga memiliki 
pengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan anggaran berbasis 







manusia memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap penerapan 
anggaran berbasis kinerja badan layanan umum (BLU). 
 
2.8 Kerangka Pemikiran  
Berdasarkan tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu di atas, 
peneliti membuat kerangka pemikiran sebagai berikut. 
Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran 
  









Kerangka konsep penulis dalam penelitian ini adalah Anggaran 
berbasis kinerja (sebagai variabel dependen) dipengaruhi oleh komitmen dari 
seluruh komponen organisasi, penyempurnaan sistem administrasi, sumber 
daya manusia sebagai variabel independen. 
  











2.9 Perumusan Hipotesis 
2.9.1 Pengaruh komitmen dari seluruh komponen organisasi terhadap 
penyusunan anggaran berbasis kinerja 
Komitmen organisasi yang menjadi tolak ukur sejauh mana aparat 
pemerintah memihak pada suatu organisasi tertentu serta untuk 
mempertahankan keanggotaannya dalam suatu organisasi, dengan 
mempunyai komitmen organisasi yang kuat maka akan memengaruhi 
aparat pemerintah untuk bekerja keras dalam mencapai tujuan yang 
ditentukan. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wulandari 
(2011) “Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja 
Aparat Pemerintah Daerah : Kepuasan Kerja Dan Komitmen Organisasi 
Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pemerintah Daerah 
Kabupaten Demak) menyimpulkan bahwa komitmen organisasi 
berpengaruh positif terhadap penyusunan anggaran dan kinerja aparatur 
daerah. 
H1: Komitmen dari seluruh komponen organisasi merupakan faktor yang 
berpengaruh terhadap penyusunan anggaran berbasis kinerja. 
  
2.9.2 Pengaruh penyempurnaan sistem administrasi terhadap 
penyusunan anggaran berbasis kinerja 
Penyempurnaan sistem administrasi (X2), dalam penelitian ini 
adalah penyiapan instrumen pengukuran anggaran berbasis kinerja 
berupa target kinerja, pengukuran kinerja, analisis klasifikasi belanja, 
standar pelayanan minimal dan standar biaya yang merupakan alat 




yang dilakukan oleh Sembiring (2009) dengan judul “ Faktor-Faktor Yang 
Mempengaruhi Penyusunan APBD Yang Berbasis Kinerja (Studi Empiris 
Di Pemerintah Kabupaten Karo)”. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa 
salah satu faktor yanng diteliti yaitu penyempurnaan sistem administrasi 
berpengaruh positif terhadap penyususnan anggaran berbasis kinerja 
H2: Penyempurnaan sistem administrasi merupakan faktor yang 
berpengaruh terhadap penyusunan anggaran berbasis kinerja. 
 
2.9.3 Pengaruh sumber daya manusia terhadap penyusunan anggaran 
berbasis kinerja 
Sumber daya manusia (SDM) merupakan komponen penting 
dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran karena SDM selalu terkait 
mulai dari penetapan sasaran hingga evaluasi. SDM memiliki fungsi 
penting dalam penentuan indikator kinerja yang merupakan bagian dari 
penetapan sasaran anggaran. Dalam penelitian izzaty (2011) dengan 
judul ” Pengaruh Gaya Kepemimpinandan Kualitas Sumber Daya 
Manusia Terhadap Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja BLU” 
menemukan bahwa variabel sumber daya manusia berpengaruh positif 
dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja 
H3: Sumber daya manusia merupakan faktor yang berpengaruh terhadap 









3.1 Rancangan Penelitian 
Penelitian dirancang sebagai penelitian kausal dengan pendekatan 
kuantitatif.  Penelitian kausal berguna untuk mengukur hubungan antara 
variabel riset, atau untuk menganalisis bagaimana pengaruh suatu variabel 
terhadap variabel lainnya (Sekaran, 2003:164). Peneliti menggunakan 
desain penelitian ini untuk memberikan bukti empiris dan menganalisis faktor 
komitmen dari seluruh komponen organisasi, penyempurnaan sistem 
administrasi, sumber daya manusia sebagai variabel independen terhadap 
penyusunan Anggaran berbasis kinerja di Pemerintah Kota Makassar 
Provinsi Sulawesi Selatan sebagai dependen variabel. 
 
3.2 Populasi dan Sampel 
Populasi mengacu pada sekelompok orang, peristiwa, atau hal-hal 
yang menarik yang ingin diselediki oleh peneliti dan membuat kesimpulan 
atas sekelompok orang, kejadian, atau hal-hal menarik tersebut (Sekaran 
dan Bougie, 2009:262). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Satuan 
Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Makassar. 
Sampel adalah sebagian dari populasi. Sampel terdiri atas sejumlah 
anggota yang dipilih dari populasi. (Sekaran dan Bougie, 2009:263). 
Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive 




tertentu yang dapat memberikan informasi yang diinginkan entah karena 
mereka adalah satu-satunya yang memiliki atau memenuhi beberapa kriteria 
yang ditentukan peneliti (Sekaran, 2009:276). Adapun kriteria sampel yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah PNS yang berhubungan langsung 
dengan penyusunan anggaran berbasis kinerja yaitu Kepala SKPD dan 
Kepala Bidang Perencanaan yang secara struktural bertanggungjawab dan 
terlibat dalam penyusunan anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, 
jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 46 orang.  
 
3.3 Jenis dan Sumber Data 
Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data 
primer. Data primer merupakan data yang dikumpulkan untuk penelitian dari 
tempat aktual terjadinya peristiwa tersebut (Sekaran, 2003:77). Sumber data 
penelitian ini diperoleh langsung dari sumber yang berupa jawaban 
kuesioner, dalam penelitian ini menggunakan kuesioner yang direplikasi dari 
penelitian Sembiring (2009). 
 
3.4 Teknik Pengumpulan Data 
Pengumpulan data merupakan suatu usaha untuk mendapatkan data 
yang valid dan akurat yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai bahan 
untuk pembahasan dan pemecahan masalah. Untuk mendapatkan data-data 
di obyek penelitian, peneliti menggunakan teknik kuesioner yaitu dengan 
menggunakan daftar pertanyaan yang disusun secara tertulis dan sistematis 
serta dipersiapkan terlebih dahulu, kemudian diajukan kepada responden, 




3.5 Variabel Penelitian dan Definisi Operasionalisasi 
3.5.1 Variabel penelitian 
Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
anggaran berbasis kinerja (Y). Sedangkan variabel independen (X) yang 
diajukan dalam penelitian ini terdiri dari tiga variabel yaitu komitmen 
organisasi (X1), penyempurnaan sistem administrasi (X2), dan sumber 
daya manusia (X3).  
 
3.5.2 Definisi Operasionalisasi 
Definisi operasionalisasi adalah mereduksi konsep-konsep abstrak 
ke dalam konsep yang jelas cara pengukurannya (Sekaran and Bougie, 
2009:127). Untuk memberikan arah dalam menganalisis data diperlukan 
definisi operasionalisasi dari masing-masing variabel penelitian. 
Pernyataan dalam kuesioner untuk masing-masing variabel dalam 
penelitian ini diukur dengan menggunakan skala Likert yaitu suatu skala 
yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, persepsi seseorang 
atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Jawaban dari 
responden bersifat kualitatif dikuantitatifkan, dimana jawaban diberi skor 
dengan menggunakan 5 (lima) poin skala Likert, yaitu: nilai 1 = sangat 
tidak setuju, 2 = tidak setuju, 3 = ragu-ragu, 4 = setuju, 5 = sangat setuju. 
Faktor komitmen dari seluruh komponen organisasi (X1), dalam 
penelitian ini adalah komitmen/kesepakatan antara kepala satuan kerja 
beserta seluruh komponen organisasi dalam melaksanakan tugas pokok 




tujuan, sasaran, sesuai dengan rencana stratejik (Renstra) dikaitkan 
dengan implementasi pengganggaran berbasis kinerja. 
Faktor penyempurnaan sistem administrasi (X2), dalam penelitian 
ini adalah penyiapan instrumen pengukuran anggaran berbasis kinerja 
berupa target kinerja, pengukuran kinerja, analisis klasifikasi belanja, 
standar pelayanan minimal dan standar biaya yang merupakan alat 
pengukuran implementasi anggaran berbasis kinerja. 
Faktor sumber daya manusia (X3) Sumber daya manusia 
merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan penerapan anggaran 
berbasis kinerja. Variabel ini membuktikan apakah SDM yang terkait 
dalam penyusunan dan penerapan anggaran berbasis kinerja telah 
dilakukan pengembangan sesuai dengan kebutuhan organisasi.  
Anggaran Berbasis Kinerja (Y) dalam penelitian ini adalah 
tersusunnya anggaran pendapatan dan belanja yang berbasis kinerja dari 
suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil 
kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya, dan juga dapat 
menjamin hubungan yang lebih jelas antara tujuan, sasaran, program, 
dan kegiatan satuan kerja dan rencana kerja pemerintah. 
 
3.6 Metode Analisis Data 
3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif 
Statistik deskriptif dalam penelitian pada dasarnya merupakan 
proses transformasi data penelitian dalam bentuk tabulasi, sehingga 
mudah dipahami dan diinterpretasikan. Tabulasi menyajikan ringkasan, 




deskrtiptif bertujuan memberikan gambaran terhadap data-data pada 
variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian (Nugroho, 2005:1). 
Pada penelitian ini, variabel penelitian yaitu Anggaran berbasis kinerja, 
komitmen organisasi, penyempurnaan sistem administrasi, dan sumber 
daya manusia diolah datanya kemudian diinterpretasikan dalam sebuah 
deskripsi yang mudah dipahami pembaca. 
 
3.6.2 Uji Kualitas Data 
Penelitian yang mengukur variabel dengan menggunakan 
instrumen dalam kuesioner harus dilakukan pengujian kualitas terhadap 
data yang diperoleh dengan uji validitas dan reliabilitas. Uji reliabilitas dan 
validitas dilakukan untuk mengetahui ketepatan alat ukur dalam mengukur 
objek yang diteliti. 
 
3.6.2.1 Uji Reabilitas 
Uji reliabilitas bertujuan untuk memastikan apakah data yang ada 
telah terukur dengan tepat dan tidak mengandung kesalahan material dari 
data yang diukur, proses pengukuran, maupun ukuran yang dipergunakan 
itu sendiri (Efferin et al, 2008:118). Pengujian ini dilakukan dengan 
menghitung koefisien Cronbach Alpha (α) dari masing-masing instrumen 
dalam satu variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika 






3.6.2.2 Uji Validitas 
Uji validitas bertujuan untuk memastikan apakah semua data 
tersebut telah mengukur segala sesuatunya dengan tepat, dalam arti 
memang yang diukur adalah data yang dibutuhkan untuk menjawab 
research questions (Efferin et al, 2008:118). Data dinyatakan valid jika 
nila r-hitung yang merupakan nilai dari Corrected Item Total Correlation 
lebih besar dari r-tabel pada signifikansi 0.05 (5%). 
 
3.6.3 Model Analisis Data 
Model analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah 
analisis regresi linier berganda (Multiple Linear Regression Analysis). 
Wijaya (2012:104) mengemukakan bahwa regresi linear berganda 
digunakan untuk menguji pengaruh lebih dari satu variabel independen 
terhadap variabel dependen.  
Persamaan regresi linier berganda adalah sebagai berikut: 
Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + e 
Keterangan: Y: Anggaran berbasis kinerja 
α: Konstanta 
β: Koefisien Regresi 
X1: Komitmen organisasi 
X2: Penyempurnaan sistem administrasi 







3.6.4 Uji Asumsi Klasik 
Untuk dapat melakukan analisis regresi berganda perlu pengujian 
asumsi klasik sebagai persyaratan dalam analisis agar datanya dapat 
bermakna dan bermanfaat. Menurut Nugroho (2005:57) dalam membuat 
uji asumsi klasik harus menggunakan data yang akan digunakan dalam 
uji regresi. Uji asumsi klasik meliputi uji multikolinieritas, uji 
heterokesdastisitas, dan uji normalitas (Wijaya, 2012:125). 
 
3.6.4.1 Uji Normalitas 
Uji Normalitas dilakukan untuk melihat apakah dalam model 
regresi variabel dependen dan variabel independen keduanya 
mempunyai distribusi normal ataukah tidak (Wijaya, 2012:132). Model 
regresi yang baik adalah model regresi yang berdistribusi normal. Analisis 
data mensyaratkan data berdistribusi normal untuk menghindari bias 
dalam analisis data. Pada penelitian ini uji normalitas dilakukan dengan 
menggunakan kurva normal p-plot. Suatu variabel dikatakan normal jika 
gambar distribusi dengan titik-titik data yang menyebar di sekitar garis 
diagonal (Nugroho, 2005:24). 
 
3.6.4.2 Uji Multikolinearitas 
Uji Multikolinearitas ditujukan untuk menguji apakah dalam model 
regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model uji 
regresi yang baik selayaknya tidak terjadi multikolinearitas (Wijaya, 
2012:125). Menurut Nugroho (2005:58), deteksi multikolinieritas bertujuan 




mengenai pengaruh pada uji parsial masing-masing variabel independen 
terhadap variabel dependen. Deteksi multikolinieritas dapat dilihat dari 
beberapa model. Salah satunya, jika nilai variance inflation factor (VIF) 
tidak lebihdari 10 dan tolerance tidak kurang dari 0,1, maka model dapat 
dikatakan terbebas dari multikolinieritas VIF = 1/tolerance. Jika VIF = 10, 
maka tolerance = 1/10= 0,1. Semakin tinggi VIF maka semakin rendah 
tolerance. 
 
3.6.4.3 Uji Heteroskesdastisitas 
Heteroskesdastisitas menguji terjadinya perbedaan variance 
residual suatu periode pengamatan ke periode pengamatan yang lain, 
atau gambaran hubungan antara nilai yang diprediksi dengan studentized 
delete residual nilai tersebut (Nugroho, 2005:62). Model regresi yang baik 
adalah model regresi yang memiliki persamaan variance residual suatu 
periode pengamalan dengan periode pengamalan yang lain, atau adanya 
hubungan antara nilai yang diprediksi dengan studentized delete residual 
nilai tersebut sehingga dapat dikatakan model tersebut 
homokesdastisitas.  
Nugroho (2005:63 menjelaskan tentang cara memprediksi ada 
tidaknya heterokesdastisitas pada suatu model dapat dilihat dari pola 
gambar Scatterplot model tersebut. Analisis pada gambar Scatterplot 
yang menyatakan model regresi linier berganda tidak terdapat 
heteroskedastisitas jika: 
1. Titik-titik data menyebar di atas dan di bawah atau di sekitar angka 0; 




3. Penyebaran titik-titik data tidak boleh membentuk pola bergelombang 
melebar kemudian menyempit dan melebar kembali; dan 
4. Penyebaran titik-titik data sebaiknya tidak berpola. 
 
3.6.5 Uji Hipotesis 
Untuk menguji hipotesis yang diajukan dilakukan dengan melihat 
rata-rata nilai variabel yang dipakai. Untuk menguji hipotesis digunakan 
pengujian hipotesis dengan koefisien determinasi, uji F, dan uji t. 
 
3.6.5.1 Koefisien Determinasi 
Uji koefisien determinasi dilakukan untuk mengetahui seberapa 
besar persentase sumbangan dari variabel independen secara bersama-
sama terhadap variabel dependen. Dilihat dari seberapa besar nilai 
koefisien determinasi (R2). R2 atau R square menjelaskan seberapa besar 
variabel independen yang digunakan dalam penelitian mampu 
menjelaskan variabel dependen. 
 
3.6.5.2 Uji Signifikasi Simultan (Uji F) 
Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh semua 
variabel independent terhadap variabel dependen. Pembuktian dilakukan 
dengan cara membandingkan nilai F tabel dengan F hitung. Untuk 
menentukan nilai F tabel, tingkat signifikasi yang digunakan sebesar 5% 




adalah jumlah responden dan k adalah jumlah variabel. Kriteria pengujian 
yang digunakan adalah : 
a) jika nilai signifikansi  F<0,05 berarti terdapat pengaruh 
yang signifikan semua variabel independen terhadap 
variabel dependen, sehingga hipotesis diterima; 
b) jika nilai signifikansi F>0,05 artinya tidak terdapat 
pengaruh yang signifikan semua variabel independen 
terhadap variabel dependen, sehingga hipotesis ditolak. 
 
3.6.5.3 Uji Parsial (Uji t) 
Pengujian ini bertujuan untuk memastikan apakah variabel 
independent yang terdapat dalam persamaan tersebut berpengaruh 
terhadap nilai variabel dependen. Uji t dilakukan dengan membandingkan 
antara t hitung dengan t tabel. Untuk menentukan nilai t tabel ditentukan 
dengan tingkat signifikasi 5% dengan derajat kebebasan df = (n-k-1) 
dimana n adalah jumlah responden dan k adalah jumlah variabel. Kriteria 
pengujian yang digunakan adalah : 
a) jika nilai signifikansi t<0,05 berarti terdapat pengaruh yang 
signifikan antara masing–masing variabel independen 
terhadap variabel dependen, sehingga hipotesis diterima; 
b) jika nilai signifikansi t>0,05 artinya tidak terdapat pengaruh 
yang signifikan antara masing–masing variabel independen 










4.1 Deskripsi Data 
4.1.1 Deskripsi Lokasi 
Penelitian ini dilakukan di Pemerintah Kota Makassar yang berpusat 
di Jl. Ahmad Yani No.2 yang terdiri atas Dinas Badan Kantor. Pemerintah 
Kota Makassar memiliki susunan organisasi tata kerja sebagai berikut: 
1. Sekertaris Daerah 
a. Asisten:  
1) Asisten I - Bidang Pemerintahan 
2) Asisten II - Bidang Ekonomi Pembangunan dan Sosial 
3) Asisten III - Bidang Administrasi  
b. Bagian: 
1) Bagian Tata Pemerintahan 
2) Bagian Hukum & Hak Asasi Manusia 
3) Bagian Organisasi dan Tata Laksana 
4) Bagian Hubungan Masyarakat 
5) Bagian Perekonomian dan PembangunanBagian Kesejahteraan 
Masyarakat 
6) Bagian Pemberdayaan Perempuan 
7) Bagian Umum 
8) Bagian Kepegawaian 
9) Bagian Keuangan 





c. Jabatan Fungsional/ staf ahli 
2. Dinas – Dinas: 
a. Dinas Pendapatan 
b. Dinas Kelautan dan Ketahanan Pangan 
c. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman 
Modal  
d. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata  
e. Dinas Informasi dan Komunikasi 
f. Dinas Kesehatan 
g. Dinas Pendidikan 
h. Dinas Sosial 
i. Dinas Tenaga Kerja 
j. Dinas Tata Ruang dan Bangunan 
k. Dinas Pekerjaan Umum 
l. Dinas Perhubungan 
m. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana 
n. Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Keindahan 
3. Lembaga Teknis Daerah 
a. Badan: 
1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
2) Badan Pendidikan dan Pelatihan 
3) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana  
4) Inspektorat Daerah Kota Makassar 
b. Kantor:  
1) Kantor Arsip, Perpustakaan dan Pengolahan Data  





3) Kantor Pelayanan Administrasi Perijinan  
4) Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil  
c. Satuan Polisi Pamong Praja  
4. Organisasi Kecamatan 
Terdiri atas 14 Kecamatan yaitu: Kecamatan Biringkanaya (7 
Kelurahan), Kecamatan Bontoala (12 Kelurahan), Kecamatan Makassar (14 
Kelurahan), Kecamatan Mamajang (13 Kelurahan), Kecamatan Manggala 
(6 Kelurahan), Kecamatan Mariso (9 Kelurahan), Kecamatan Panakkukang 
(11 Kelurahan), Kecamatan Rappocini (10 Kelurahan), Kecamatan Tallo 
(15 Kelurahan), Kecamatan Tamalate (10 Kelurahan), Kecamatan 
Tamalanrea (6 Kelurahan), Kecamatan Ujung Pandang (10 Kelurahan), 
Kecamatan Ujung Tanah (12 Kelurahan), Kecamatan Wajo (8 Kelurahan)  
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Satuan Kerja Perangkat 
Daerah Kota Makassar, dengan jumlah sampel responden sebanyak 46 
orang. Dalam penelitian ini peneliti menyebarkan kuesioner pada 46 pejabat 
dilingkungan Pemerintah Kota Makassar. Dari 46 kuesioner yang disebar 
terdapat 40 kuesioner yang diterima kembali. Dari jumlah tersebut terdapat  3 
kuesioner yang tidak terisi dengan lengkap, sehingga kuesioner yang dapat 
diolah lebih lanjut adalah 37 kuesioner. Dengan demikian, tingkat 
pengembalian yang diperoleh adalah 80,4 % sedangkan sisanya 19,6 % tidak 
kembali. Hal ini dikarenakan pada akhir tahun 2013 Pemerintah Kota 
Makassar disibukkan dengan kegiatan penyusunan laporan 







4.1.2 Karakteristik Responden Penelitian 
Data demografi responden dalam tabel 4.1 di bawah ini menyajikan 

















1. 25-30 tahun 
2. 31-35 tahun 
3. 36-40 tahun 





















1. 0-5 tahun 
2. 6-10 tahun 
3. 11-15 tahun 








































4.1.3 Uji Kualitas Data 
4.1.3.1 Uji Validitas 
Uji validitas dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kuesioner 
dapat mengukur apa yang diinginkan. Untuk mengukur validitas 
digunakan korelasi product moment pearson. Jika korelasi product 
moment pearson antara masing-masing pertanyaan dengan skor total 
menghasilkan nilai r hitung > 0,3246 (n=37), maka item pertanyaan 
tersebut dinyatakan valid dan sebaliknya jika nilai r hitung < 0,3246 maka 
item pertanyaan disimpulkan tidak valid dalam membentuk variabel. 
Pengujian validitas dilakukan dengan program SPSS. 
Berikut adalah hasil pengujian validitas untuk masing-masing item 
pertanyaan pada variable Komitmen Organisasi(X1): 
Tabel 4.2 Uji Validitas Indikator Komitmen Organisasi(X1) 
Indikator Rhitung Signifikansi Keterangan 
x1.1 0.639 0.000 Valid 
x1.2 0.562 0.000 Valid 
x1.3 0.592 0.000 Valid 
x1.4 0.887 0.000 Valid 
x1.5 0.765 0.000 Valid 
x1.6 0.591 0.000 Valid 
x1.7 0.561 0.010 Valid 
x1.8 0.716 0.000 Valid 
x1.9 0.716 0.000 Valid 
x1.10 0.716 0.000 Valid 
X1.11 0.804 0.000 Valid 
 Sumber: Lampiran 4 
Berdasarkan hasil pada uji validitas disimpulkan bahwa untuk 
semua variabel Komitmen Organisasi (X1) sudah didapatkan nilai korelasi 





0,3246 dan nilai signifikansi kurang dari α (0,05). Dengan demikian dapat 
disimpulkan bahwa semua item pertanyaan di tiap variabel Komitmen 
Organisasi (X1) sudah valid. 
Berikut adalah hasil pengujian validitas untuk masing-masing item 
pertanyaan pada variable Penyempurnaan Sistem Administrasi (X2): 
Tabel 4.3 Uji Validitas Indikator Penyempurnaan Sistem  
Administrasi (X2) 
Indikator Rhitung Signifikansi Keterangan 
x2.1 0.340 0.040 Valid 
x2.2 0.657 0.002 Valid 
x2.3 0.813 0.000 Valid 
x2.4 0.697 0.000 Valid 
x2.5 0.830 0.000 Valid 
x2.6 0.419 0.000 Valid 
   Sumber: Lampiran 4 
Berdasarkan hasil pada uji validitas disimpulkan bahwa untuk 
semua variabel Penyempurnaan Sistem Administrasi (X2) sudah 
didapatkan nilai korelasi produk moment pearson di tiap item pertanyaan 
yang lebih besar dari 0,3246 dan nilai signifikansi kurang dari α (0,05). 
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semua item pertanyaan di 





Berikut adalah hasil pengujian validitas untuk masing-masing item 
pertanyaan pada variable Sumber Daya Manusia (X3): 
Tabel 4.4 Uji Validitas Indikator Sumber Daya Manusia (X3) 
Indikator Rhitung Signifikansi Keterangan 
x3.1 0.721 0.000 Valid 
x3.2 0.746 0.000 Valid 
x3.3 0.691 0.000 Valid 
x3.4 0.888 0.000 Valid 
x3.5 0.825 0.000 Valid 
x3.6 0.758 0.000 Valid 
  Sumber: Lampiran 4 
Berdasarkan hasil pada uji validitas disimpulkan bahwa untuk 
semua variabel Sumber Daya Manusia (X3) sudah didapatkan nilai 
korelasi produk moment pearson di tiap item pertanyaan yang lebih besar 
dari 0,3246 dan nilai signifikansi kurang dari α (0,05). Dengan demikian 
dapat disimpulkan bahwa semua item pertanyaan di tiap variabel Sumber 
Daya Manusia (X3) sudah valid. 
Berikut adalah hasil pengujian validitas untuk masing-masing item 
pertanyaan pada variable Anggaran Berbasis Kinerja (Y): 
Tabel 4.5 Uji Validitas Indikator Variabel Anggaran Berbasis  
Kinerja (Y) 
Indikator Rhitung Signifikansi Keterangan 
y1 0.777 0.001 Valid 
y2 0.751 0.000 Valid 
y3 0.762 0.000 Valid 
y4 0.798 0.004 Valid 
y5 0.821 0.000 Valid 
y6 0.737 0.000 Valid 
y7 0.789 0.000 Valid 





Berdasarkan hasil pada uji validitas disimpulkan bahwa untuk 
semua variabel Anggaran Berbasis Kinerja (Y) sudah didapatkan nilai 
korelasi produk moment pearson di tiap item pertanyaan yang lebih besar 
dari 0,3246 dan nilai signifikansi kurang dari α (0,05). Dengan demikian 
dapat disimpulkan bahwa semua item pertanyaan di tiap variabel 
Anggaran Berbasis Kinerja (Y) sudah valid. 
 
4.1.3.2 Uji Reliabilitas 
Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kuesioner 
dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Untuk mengukur reliabilitas 
digunakan nilai cronbach alpha. Jika nilai cronbach alpha lebih besar dari 
0,6, dan nilai cronbach alpha if item deleted pada masing-masing 
pertanyaan < cronbach alpha, maka kueisioner dikatakan reliabel. 
Pengujian reliabilitas dilakukan dengan program SPSS. 







Komitmen Organisasi(X1) 0,879 0,6 Reliabel 
Penyempurnaan Sistem 
Administrasi (X2) 
0,687 0,6 Reliabel 
Sumber Daya Manusia (X3) 0,854 0,6 Reliabel 
Anggaran Berbasis Kinerja (Y) 0,887 0,6 Reliabel 
    Sumber: Lampiran 4 
Berdasarkan hasil pada uji reliabilitas variabel penelitian diketahui 
bahwa nilai cronbach’s alpha semua variabel telah lebih besar dari 0,60, 





penelitian dapat dinyatakan telah handal dan dipercaya sebagi alat ukur 
yang menghasilkan jawaban yang relatif konsisten. 
 
4.1.4 Analisis Deskripsi Jawaban Responden 
Pada analisis deskripsi jawaban responden akan dijelaskan 
jawaban responden pada masing-masing variabel penelitian yaitu 
Komitmen Organisasi(X1), Penyempurnaan Sistem Administrasi (X2), 
Sumber Daya Manusia (X3), dan Anggaran Berbasis Kinerja (Y). 
Deskripsi jawaban responden dilakukan dengan menghitung nilai rata-
rata (mean) jawaban responden terhadap masing-masing pertanyaan dan 
secara keseluruhan. Untuk mengkategorikan rata-rata jawaban 
responden digunakan interval kelas yang dicari dengan rumus sebagai 
berikut: 
               
                              
           
 
   
 
     
Dengan interval kelas 0.8 kemudian disusun kriteria rata-rata jawaban 
responden yang disajikan pada Tabel di bawah ini: 
Tabel 4.7 Kategori Rata-Rata Jawaban Responden 
Interval Kategori 
4.20 < a =< 5.00 sangat setuju/sangat baik/sangat tinggi 
3.40 < a =< 4.20 setuju/baik/tinggi 
2.60 < a =< 3.40 netral/biasa  
1.80 < a =< 2.60 tidak setuju/buruk/rendah 
1.00 < a =< 1.80 sangat tidak tetuju/sangat buruk/sangat 
rendah 





Berikut adalah deskripsi jawaban responden mengenai Komitmen 
Organisasi(X1): 





1 2 3 4 5 
x1.1 0 0 0 26 11 4.30 SS 
x1.2 0 0 3 19 15 4.32 SS 
x1.3 1 0 1 24 11 4.19 S 
x1.4 0 0 5 21 11 4.16 S 
x1.5 0 0 6 22 9 4.08 S 
x1.6 0 0 9 19 9 4 S 
x1.7 0 2 7 21 7 3.89 S 
x1.8 0 0 2 28 7 4.13 S 
x1.9 0 0 2 28 7 4.13 S 
x1.10 0 1 2 21 13 4.24 SS 
x1.11 0 0 3 23 11 4.20 S 
Komitmen Organisasi(X1) 4,152 T 
                     Sumber: Lampiran 5 
Secara keseluruhan responden menilai bahwa Komitmen 
Organisasi(X1) pada Pemerintah Kota Makassar tergolong  tinggi, hal ini 
ditunjukkan dengan nilai rata-rata jawaban responden pada variabel 
Komitmen Organisasi(X1)sebesar 4,152. 
Berikut adalah deskripsi jawaban responden mengenai 






Tabel 4.9 Deskripsi Jawaban Responden Pada Variabel  




1 2 3 4 5 
x2.1 0 11 15 11 0 3 N 
x2.2 0 2 7 24 4 3.81 S 
x2.3 0 2 3 22 10 4.08 S 
x2.4 0 1 4 24 8 4.05 S 
x2.5 0 1 4 24 8 4.05 S 




                Sumber: Lampiran 5 
Secara keseluruhan responden menilai bahwa Penyempurnaan 
Sistem Administrasi (X2) pada Pemerintah Kota Makassar tergolong 
tinggi, hal ini ditunjukkan dengan nilai rata-rata jawaban responden pada 
variabel Penyempurnaan Sistem Administrasi (X2) sebesar 3,847.  
Berikut adalah deskripsi jawaban responden mengenai Sumber 
Daya Manusia (X3): 
Tabel 4.10 Deskripsi Jawaban Responden Pada Variabel  




1 2 3 4 5 
x3.1 0 1 4 13 19 4.35 SS 
x3.2 0 0 1 17 19 4.49 SS 
x3.3 0 0 5 20 12 4.19 S 
x3.4 0 0 1 20 16 4.41 SS 
x3.5 0 0 4 17 16 4.32 SS 
x3.6 0 0 1 19 17 4.43 SS 
Sumber Daya Manusia (X3) 4,365 ST 





Secara keseluruhan responden menilai bahwa Sumber Daya 
Manusia (X3) pada Pemerintah Kota Makassar tergolong sangat tinggi, 
hal ini ditunjukkan dengan nilai rata-rata jawaban responden pada 
variabel Sumber Daya Manusia (X3) sebesar 4,365. 
Berikut adalah deskripsi jawaban responden mengenai variable 
Anggaran Berbasis Kinerja (Y): 
Tabel 4.11 Deskripsi Jawaban Responden Pada Variabel  




1 2 3 4 5 
y1 0 0 2 20 15 4.35 SS 
y2 0 1 1 22 13 4.27 SS 
y3 0 0 1 22 14 4.40 SS 
y4 0 0 1 25 11 4.27 SS 
y5 0 0 1 27 9 4.22 SS 
y6 0 0 2 25 10 4.22 SS 
y7 0 0 3 25 9 4.16 S 
Anggaran Berbasis Kinerja (Y) 4,262 ST 
              Sumber: Lampiran 5 
Secara keseluruhan responden menilai bahwa Anggaran Berbasis 
Kinerja (Y) pada Pemerintah Kota Makassar tergolong sangat tinggi, hal 
ini ditunjukkan dengan nilai rata-rata jawaban responden pada variabel 
Anggaran Berbasis Kinerja (Y) sebesar 4,262. 
 
4.2 Pengujian Hipotesis 
4.2.1 Uji Asumsi Klasik 
 Sebelum melakukan analisis regresi, perlu dilakukan pengujian 
asumsi klasik sebelumnya. Hal ini dilaukan agar data sampel yang diolah 





4.2.1.1  Uji Normalitas 
 Hasil uji normalitas residual regresi antara Komitmen 
Organisasi(X1), Penyempurnaan Sistem Administrasi (X2), dan Sumber 
Daya Manusia (X3)  terhadap Anggaran Berbasis Kinerja (Y)  Pemerintah 
Kota Makassar menggunakan normal probability plot sebagai berikut: 
Gambar 4.1 Normal Probability Plot 
 
      Sumber: Lampiran 5        
Berdasarkan Gambar di atas dapat dilihat bahwa titik-titik pada 
normal probability plot menyimpang dan tmengikuti garis diagonal, maka 
disimpulkan bahwa residual model regresi berdistribusi normal.  
 
4.2.1.2 Uji Multikolinieritas 
 Multikolinieritas suatu keadaan dimana di antara variabel bebas 
dalam model regresi terdapat korelasi yang signifikan. Model regresi yang 
baik tidak mengandung multikolinieritas. Untuk mendeteksi ada tidaknya 
multikolinieritas digunakan Variance Inflation Factor (VIF). Apabila nilai 





variabel bebas dalam model regresi. Dari hasil model regresi 
menghasilkan nilai tolerance dan VIF sebagai berikut: 
Tabel 4.12 Hasil Uji Multikolinieritas 
Variabel Tolerance VIF 




Sumber Daya Manusia (X3) 0.553 1.876 
             Sumber: Lampiran 5 
Berdasarkan Tabel 4.12 di atas, dapat dilihat bahwa nilai tolerance 
dari 3 variabel bebas semuanya lebih besar dari 0,10, demikian pula nilai 
VIF  lebih kecil dari 10. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model 
regresi tidak mengindikasikan adanya multikolinieritas atau asumsi non 
multikolinieritas terpenuhi. 
 
4.2.1.3 Uji Heteroskedastisitas 
 Heteroskedastisitas menunjukkan adanya ketidaksamaan varians 
dari residual atas suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Berikut 
adalah scatter plot antara nilai Y prediksi (ZPRED) dan nilai residualnya 
(SRESID) pada regresi Komitmen Organisasi(X1), Penyempurnaan 
Sistem Administrasi (X2), dan Sumber Daya Manusia (X3) terhadap 














Sumber: Lampiran 6 
Gambar scatter plot di atas menunjukkan titik-titik menyebar 
secara acak di atas dan di bawah nilai 0 pada sumbu Y. Berdasarkan 
hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas 
dalam model regresi yang digunakan, dengan demikian asumsi non 
heterokedastisitas terpenuhi. 
 
4.2.2 Analisis Regresi Linear Berganda 
 Untuk menjawab hipotesis, dilakukan analisis regresi linier 
berganda dengan Komitmen Organisasi(X1), Penyempurnaan Sistem 
Administrasi (X2), Sumber Daya Manusia (X3), dan Ruang Lingkup Kerja 
(X4) sebagai variabel bebas dan Anggaran Berbasis Kinerja (Y) sebagai 
variabel terikat. Berikut ini adalah hasil analisis regresi linier berganda 





(X2), Sumber Daya Manusia (X3), dan Ruang Lingkup Kerja (X4)  
terhadap Anggaran Berbasis Kinerja (Y) menggunakan program SPSS: 
 
4.2.2.1 Hasil Regresi 
 Regresi linier berganda antara Komitmen Organisasi(X1), 
Penyempurnaan Sistem Administrasi (X2), dan Sumber Daya Manusia 
(X3) terhadap Anggaran Berbasis Kinerja (Y) pada Pemerintah Kota 
Makassarmenghasilkan nilai koefisien regresi, nilai koefisien determinasi 
dan korelasi, serta uji F dan uji t sebagai berikut: 
Tabel 4.13 Hasil Analisis Regresi  
Variabel Koefisien 
Konstanta 0.010 
Komitmen Organisasi(X1) 0.541 
Penyempurnaan Sistem Administrasi (X2) 0.200 
Sumber Daya Manusia (X3) 0.284 
         Sumber: Lampiran 6 
 
4.2.2.2 Analisis Model 
Model regresi linier berganda yang dihasilkan adalah : 
Y = 0,010 + 0,541 (X1) + 0,200 (X2) + 0,284 (X3) 
Ringkasan hasil analisis regresi linier berganda pada Tabel di atas 
diuraikan sebagai berikut : 
a. Konstanta (α)  
Nilai konstanta (α) adalah sebesar 0,010 artinya apabila 
variabel bebas Komitmen Organisasi(X1), Penyempurnaan Sistem 
Administrasi (X2), dan Sumber Daya Manusia (X3) konstan, maka 





Administrasi (X2), dan Sumber Daya Manusia (X3), terhadap 
Anggaran Berbasis Kinerja (Y) adalah sebesar 0,010. 
b. Koefisien regresi (βi) 
1) Nilai koefisien regresi variabel Komitmen Organisasi(X1) adalah 
sebesar 0,541 artinya jika Komitmen Organisasi(X1) naik satu 
satuan, maka Anggaran Berbasis Kinerja (Y) pada Pemerintah Kota 
Makassar akan mengalami peningkatan sebesar 0,541. 
2) Nilai koefisien regresi variabel Penyempurnaan Sistem Administrasi 
(X2) adalah sebesar 0,200 artinya jika Penyempurnaan Sistem 
Administrasi (X2) naik satu satuan, maka Anggaran Berbasis Kinerja 
(Y) pada Pemerintah Kota Makassar akan mengalami peningkatan 
sebesar 0,200. 
3) Nilai koefisien regresi variabel Sumber Daya Manusia (X3) adalah 
sebesar 0,284 artinya jika Sumber Daya Manusia (X3) naik satu 
satuan, maka Anggaran Berbasis Kinerja (Y) pada Pemerintah Kota 
Makassar akan mengalami peningkatan sebesar 0,284. 
 
4.2.3 Hasil Uji Hipotesis 
Tabel 4.14 Hasil Uji Hipotesis 
Variabel Sig. T 
Komitmen Organisasi(X1) 0.000 
Penyempurnaan Sistem Administrasi (X2) 0.040 
Sumber Daya Manusia (X3) 0.012 
R Square = 0.740  
Sig. F = 0.000  
Variabel Terikat : Anggaran Berbasis Kinerja 






4.2.3.1 Koefisien Determinasi 
 Koefisien Determinasi (R Square) sebesar 0,740  yang berarti 
variabel Komitmen Organisasi(X1), Penyempurnaan Sistem Administrasi 
(X2), dan Sumber Daya Manusia (X3) mampu menjelaskan Anggaran 
Berbasis Kinerja (Y) pada Pemerintah Kota Makassar sebesar 74,0%, 
dan sisanya sebesar 26,0% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. 
 
4.2.3.2 Uji F 
Berdasarkan nilai statistik pada Tabel hasil regresi Komitmen 
Organisasi(X1), Penyempurnaan Sistem Administrasi (X2), dan Sumber 
Daya Manusia (X3) terhadap Anggaran Berbasis Kinerja (Y) pada 
Pemerintah Kota Makassar dapat dilihat bahwa nilai signifikansi = 0,000 < 
tingkat signifikan α = 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel 
Komitmen Organisasi(X1), Penyempurnaan Sistem Administrasi (X2), dan 
Sumber Daya Manusia (X3) secara simultan berpengaruh signifikan 
terhadap variabel terhadap terhadap Anggaran Berbasis Kinerja (Y) pada 
Pemerintah Kota Makassar.  
Dari hasil uji F di atas maka disimpulkan untuk menerima hipotesis 
nol. Dengan demikian Komitmen Organisasi(X1), Penyempurnaan Sistem 
Administrasi (X2), dan Sumber Daya Manusia (X3) secara simultan 
mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel terhadap terhadap 







4.2.3.3 Uji t 
Berdasarkan dari nilai t hitung  pada Tabel hasil regresi Komitmen 
Organisasi(X1) terhadap variabel Anggaran Berbasis Kinerja (Y) pada 
Pemerintah Kota Makassar memiliki nilai signifikansi uji t yang lebih kecil 
dari tingkat signifikan α = 0,05 yaitu 0,000. Dengan demikian Komitmen 
Organisasi (X1) secara parsial mempunyai pengaruh signifikan terhadap 
Anggaran Berbasis Kinerja (Y) pada Pemerintah Kota Makassar. Hal ini 
berarti peningkatan atau penurunan Komitmen Organisasi(X1)  
berpengaruh terhadap Anggaran Berbasis Kinerja (Y) pada Pemerintah 
Kota Makassar. 
Dilihat dari nilai t hitung  pada Tabel hasil regresi Penyempurnaan 
Sistem Administrasi (X2) terhadap variabel  Anggaran Berbasis Kinerja 
(Y) pada Pemerintah Kota Makassar memiliki nilai signifikansi uji t yang 
lebih kecil dari tingkat signifikan α = 0,05 yaitu 0,040. Dengan demikian 
Penyempurnaan Sistem Administrasi (X2) secara parsial mempunyai 
pengaruh yang signifikan terhadap Anggaran Berbasis Kinerja (Y) pada 
Pemerintah Kota Makassar. Hal ini berarti peningkatan atau penurunan 
Penyempurnaan Sistem Administrasi (X2) berpengaruh terhadap 
Anggaran Berbasis Kinerja (Y) pada Pemerintah Kota Makassar. 
Sesuai dengan nilai t hitung  pada tabel hasil regresi Sumber Daya 
Manusia (X3)  terhadap variabel  Anggaran Berbasis Kinerja (Y) pada 
Pemerintah Kota Makassar memiliki nilai signifikansi uji t yang lebih kecil 
dari tingkat signifikan α = 0,05 yaitu 0,012. Dengan demikian Sumber 
Daya Manusia (X3)  secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan 
terhadap Anggaran Berbasis Kinerja (Y) pada Pemerintah Kota 





Manusia (X3)  berpengaruh terhadap Anggaran Berbasis Kinerja (Y) pada 
Pemerintah Kota Makassar. 
 
4.3 Pembahasan 
4.3.1 Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap penyusunan APBD 
Berbasis Kinerja 
 Hipotesis pertama menyatakan bahwa komitmen organisasi 
berpengaruh positif terhadap APBD berbasis kinerja. Hasil pengujian 
statistik secara parsial menunjukkan nilai koefisien regresi variabel 
komitmen organisasi sebesar 0,541 nilai ini signifikan pada tingkat 
signifikansi 0,05 dengan p value 0,000. Hal ini sesuai penelitian yang 
dilakukan oleh Sembiring (2009) tentang faktor penyusunan anggaran 
berbasis kinerja yang salah satu faktor yang berpengaruh yaitu komitmen 
organisasi, dan Wulandari (2011) yang menyatakan komitmen organisasi 
(sebagai variable moderating) merupakan salah satu faktor yang 
mempengaruhi penyusunan anggaran berbasis kinerja  
 Hal ini menunjukkan komitmen organisasi berpengaruh signifikan 
terhadap APBD berbasis kinerja..Pengaruh positif menunjukkan bahwa 
pengaruh komitmen dari seluruh komponen organisasi adalah searah 
dengan APBD berbasis kinerja atau dengan kata lain komitmen dari 
seluruh komponen organisasi yang baik/tinggi akan berpengaruh 
terhadap APBD berbasis kinerja yang baik/tinggi, demikian sebaliknya 
bila komitmen dari seluruh komponen organisasi rendah/buruk maka 
APBD berbasis kinerja akan rendah/buruk. Pengaruh tidak signifikan 





mempunyai peranan yang penting dalam meningkatkan APBD berbasis 
kinerja. 
 
4.3.2 Pengaruh Penyempurnaan Sistem Administrasi terhadap 
penyusunan APBD Berbasis Kinerja 
 Hipotesis kedua menyatakan bahwa penyempurnaan sistem 
administrasi berpengaruh positif terhadap APBD berbasis kinerja. Hasil 
pengujian statistik secara parsial menunjukkan nilai koefisien regresi 
variabel penyempurnaan sistem administrasi sebesar 0,200 nilai ini 
signifikan pada tingkat signifikansi 0,05 dengan p value 0,040. Hasil ini 
didukung oleh hasil perhitungan nilai t-hitung. Hal ini konsisten terhadap 
penelitian yang dilakukan oleh Sembiring (2009). 
 Pengaruh positif menunjukkan bahwa pengaruh penyempurnaan 
sistem administrasi adalah searah dengan APBD berbasis kinerja atau 
dengan kata lain penyempurnaan sistem administrasi yang baik/tinggi 
akan berpengaruh terhadap APBD berbasis kinerja yang baik/tinggi, 
demikian sebaliknya bila penyempurnaan sistem administrasi 
rendah/buruk maka APBD berbasis kinerja akan rendah/buruk. Pengaruh 
signifikan menunjukkan bahwa penyempurnaan sistem administrasi 
mempunyai peranan yang penting dalam meningkatkan APBD berbasis 
kinerja. 
 
4.3.3 Pengaruh Sumber Daya Manusia terhadap APBD Berbasis Kinerja 
 Hipotesis ketiga menyatakan bahwa sumber daya manusia 
berpengaruh positif terhadap APBD berbasis kinerja. Hasil pengujian 
statistik secara parsial menunjukkan nilai koefisien regresi variabel 





signifikansi 0,05 dengan p value 0,012. Hal ini sesuai penelitian yang 
dilakukan oleh izzaty (2011) yang menemukan bahwa variabel sumber 
daya manusia berpengaruh positif dalam penyusunan anggaran berbasis 
kinerja. 
 Pengaruh positif menunjukkan bahwa pengaruh sumber daya 
yang cukup adalah searah dengan APBD berbasis kinerja atau dengan 
kata lain sumber daya yang cukup yang baik/tinggi akan berpengaruh 
terhadap APBD berbasis kinerja yang baik/tinggi, demikian sebaliknya 











Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi 
penyusunan anggaran berbasis kinerja yaitu: komitmen organisasi, 
penyempurnaan sistem administrasi, dan sumber daya manusia sebagai faktor – 
faktor yang memengaruhi penyusunan anggaran berbasis kinerja pada 
Pemerintah Kota Makassar. Berdasarkan analisis dan pembahasan maka dapat 
di ambil kesimpulan  sebagai berikut: 
a) Terdapat pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Anggaran Berbasis 
Kinerja pada Pemerintah Kota Makassar. 
b) Terdapat pengaruh Penyempurnaan Sistem Administrasi terhadap 
Anggaran Berbasis Kinerja pada Pemerintah Kota Makassar. 
c) Terdapat pengaruh Sumber Daya Manusia terhadap Anggaran 
Berbasis Kinerja pada Pemerintah Kota Makassar.  
 
5.2 Saran 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka diajukan 
saran sebagai berikut: 
a) Untuk penelitian selanjutnya agar dapat meneliti variabel-variabel lain 





b) Penelitian ini hanya dilakukan di Pemerintah Kota Makassar Provinsi 
Sulawesi Selatan, untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat 
meneliti untuk cakupan yang lebih luas. 
c) Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya peneliti menggunakan metode 
selain penyebaran kuesioner agar dapat mengurangi adanya 
kelemahan terkait internal validity atau response bias.  
 
5.3 Keterbatasan Penelitian 
Evaluasi atas hasil penelitian ini harus mempertimbangkan 
keterbatasan yang mungkin memengaruhi hasil penelitian, di antaranya 
adalah 
a) Jawaban responden berupa persepsi, 
b) Lokasi penelitian hanya 1 (satu) Pemerintah Kota Makassar. 
c) Keterbatasan variabel independen yaitu hanya 5 (lima) yang 
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Lampiran 1: Penelitian Terdahulu 
No. Peneliti 
(Tahun) 
Judul Penelitian Variabel 
Penelitian 
Hasil Penelitian 

































































































































































 Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir Strata Satu (S1) pada Jurusan 
Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Maka untuk 
keperluan tersebut saya sangat membutuhkan data-data analisis sebagaimana 
daftar kuesioner terlampir. 
 Adapun judul skripsi yang saya ajukan dalam penelitian ini adalah 
“Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja”. 
Atas kesediaan dan bantuan dari Bapak/Ibu/Saudara untuk menjawab kuesioner 







               Hormat Saya, 
 
 







A. Data Responden 
Isilah dengan singkat dan jelas berdasarkan data diri Bapak/Ibu/Saudara. 
Nama Responden   : 
Nama Instansi   : 
Usia    : ………tahun 
Pangkat/Gol   : 
Jenis Kelamin     :         Pria  Wanita  
Pendidikan Terakhir   :  S3 
   S2 
   S1 
   D3 
   Lainnya 
Lama Bekerja   : …………tahun 
 
Kursus/Diklat/Bintek di bidang tentang anggaran/penyusunan anggaran yang 
telah Bapak/Ibu ikuti :   Tidak Pernah 








Bapak/Ibu/saudara yang kami hormati, mohon kiranya Bapak/Ibu/Saudara 
menjawab pertanyaan dibawah ini dengan tanda (✓). Pada salah satu 
jawaban yang paling sesuai dengan keadaan sebenarnya. Kuesioner ini 
disebarkan dalam rangka penelitian skripsi akuntansi.  
Keterangan :  
1. Sangat tidak setuju (STS) 
2. Tidak setuju (TS) 
3. Netral (N) 
4. Setuju (S) 
5. Sangat Setuju (SS) 
 
No Pernyataan/Pertanyaan STS TS N S SS 
Komitmen Organisasi      
1 Pimpinan dan seluruh komponen organisasi, 
telah mampu menjabarkan tugas pokok dan 
fungsi instansinya. 
     
2 SKPD telah memiliki dokumen perencanaan 
stratejik (Renstra) instansinya yang lebih 
operasional. 
     
3 Penyusunan program dan kegiatan selama 
ini sudah mengakomodir tugas pokok dan 
fungsi SKPD. 
     
4 Pimpinan dan seluruh komponen SKPD, 
telah melibatkan seluruh bawahannya untuk 
menjabarkan tugas pokok dan fungsi 
instansinya. 
     
5 Dalam penyusunan anggaran program dan 
kegiatan pimpinan dan seluruh komponen 
SKPD, telah memahami anggaran berbasis 
kinerja sebagai acuan. 
     
6 Pimpinan dan seluruh komponen SKPD, 
telah mengimplementasikan secara 
konsekuen siklus manajemen (perencanaan, 
penganggaran, pengendalian/ monitoring dan 
evaluasi). 
 






No Pernyataan/Pertanyaan STS TS N S S 
7 Selama ini pimpinan SKPD, telah melibatkan 
semua bawahannya untuk berpartisipasi 
menyusun dalam anggaran instansinya. 
     
8 Pada umumnya pimpinan SKPD, telah 
memberi kesempatan kepada bawahannya 
untuk memberikan informasi yang dimilikinya 
sehingga pimpinan dapat memilih keputusan 
yang terbaik untuk mencapai tujuan 
instansinya. 
     
9 Dalam penyusunan anggaran, komponen 
organisasi pada SKPD telah berdasarkan 
program/kegiatan tahunan, namun belum 
melakukan evaluasi capaian organisasi 
sehingga hampir tidak ada hal yang baru 
setiap penyusunan anggaran. 
     
10 Sudah ada komitmen tertulis antara pimpinan 
SKPD dengan seluruh komponen pada 
organisasinya untuk mencapai tujuan 
organisasi (visi, misi, tujuan dan sasaran 
sesuai dengan tugas pokok dan fungsi). 
     
11 Pimpinan dan seluruh komponen organisasi 
telah memiliki sistem target kinerja yang akan 
dicapai sesuai visi, misi dan tujuan 
organisasinya. 
     
Penyempurnaan Sistem Administrasi      
1 Dokumen perencanaan, Rencana stratejik, 
Rencana Kinerja (Renstra/Renja), pada 
umumnya hanya berada pada pimpinan 
SKPD dan beberapa staf penyusun anggaran 
kegiatan. 
     
2 Dokumen perencanaan, Rencana stratejik, 
Rencana Kinerja (Renstra/Renja) tersebut, 
telah dilengkapi dengan ukuran pencapaian 
kinerja program dan kegiatan. 
     
3 Instrumen pengukuran kinerja seperti analisis 
standar belanja,  standar pelayanan minimal 
dan standar harga telah dimiliki semua 
SKPD. 
     
4 Standar analisis belanja dan standar harga 
yang spesifik pada masing-masing satuan 
kerja sudah dimutakhirkan/revisi setiap 
tahun. 
     
5 Pelaporan dan pertanggungjawaban kinerja 
SKPD telah menggambarkan pengukuran 
secara kuantitatif, dan telah dikaitkan dengan 
standar analisis belanja, standar pelayanan 
minimal dan standar harga 






No Pernyataan/Pertanyaan STS TS N S SS 
6 Agar pencapaian kinerja SKPD bermanfaat, 
pengukuran kinerja yang kuantitatif dan 
terukur secara berkala disempurnakan. 
     
Sumber Daya Manusia      
1 Penempatan pegawai harus didukung oleh 
latar belakang pendidikan yang sesuai. 
     
2 Pegawai yang ditempatkan harus memahami 
pekerjaannya. 
     
3 Pegawai yang ada harus siap untuk 
melakukan perubahan dalam proses 
penyusunan anggaran. 
     
4 Personil/sumber daya manusia pada 
organisasi sebaiknya setiap ada kesempatan 
diikutsertakan dalam pembelajaran/pelatihan 
tentang anggaran berbasis kinerja. 
     
5 Guna meningkatkan kualitas kinerja 
organisasi, personil yang menangani 
penyusunan anggaran diberi kesempatan 
prioritas untuk mendalami anggaran berbasis 
kinerja. 
     
6 Satuan kerja harus memiliki  SDM yang 
mampu dalam penyusunan anggaran 
berbasis kinerja 
     
Anggaran Berbasis Kinerja (RKA SKPD)      
1 Penyusunan APBD berbasis kinerja agar 
mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran, 
program dan kegiatan serta tupoksi-nya 
     
2 Penyusunan APBD berbasis kinerja dimulai 
dari Rencana Stratejik/ Renstra dan Rencana 
Kinerja/Renja serta mengembangkan standar 
analisis belanja, standar pelayanan minimal 
dan standar harga pada satuan kerja. 
     
3 Penyusunan APBD berbasis kinerja menjadi 
perpaduan perencanaan kinerja yang 
mengaitkan antara dana yang tersedia 
dengan hasil yang diharapkan. 
     
4 Seluruh komponen organisasi dalam satuan 
kerja membuat suatu komitmen untuk 
mengembangkan penganggaran berbasis 
kinerja pada satuan kerjanya. 
     
5 Pengembangan penganggaran berbasis 
kinerja dimaksud yaitu menyempurnakan 
klasifikasi belanja, indikator kinerja lainnya 
dan standar biaya yang spesifik secara 
berkala, agar kinerja pengganggaran 
berbasis kinerja semakin baik 






No Pernyataan/Pertanyaan STS TS N S SS 
6 Pengembangan pengganggaran berbasis 
kinerja yang semakin baik, termasuk adanya 
pemahaman yang sama bagi seluruh 
komponen organisasi tentang 
pengganggaran berbasis kinerja. 
     
7 Pengembangan pengganggaran berbasis 
kinerja yang semakin baik, termasuk 
peningkatan kemampuan dan kompetensi 
seluruh komponen organisasi dalam 
memahami pengganggaran berbasis kinerja 
     






Lampiran 3: Rekapitulasi Jawaban Responden 
Responden 
X1   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Total X1 X1 
1 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 37 3,36 
2 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 46 4,18 
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 4,00 
4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 53 4,82 
5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 53 4,82 
6 4 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 51 4,64 
7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 55 5,00 
8 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 53 4,82 
9 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 4 44 4,00 
10 5 5 5 4 5 4 5 4 4 4 4 49 4,45 
11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 42 3,82 
12 4 5 4 4 4 3 3 4 4 5 5 45 4,09 
13 4 5 4 4 4 5 3 4 4 5 5 47 4,27 
14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 4,00 
15 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 51 4,64 
16 4 5 4 5 5 4 4 5 5 4 4 49 4,45 
17 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 50 4,55 
18 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 45 4,09 
19 4 4 5 4 5 3 4 4 4 4 4 45 4,09 
20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 4,00 
21 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 4,00 
22 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 45 4,09 
23 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 43 3,91 
24 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 41 3,73 
25 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 44 4,00 
26 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 53 4,82 
27 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 53 4,82 
28 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 42 3,82 
29 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 42 3,82 
30 4 5 4 4 3 4 3 4 4 4 4 43 3,91 
31 4 5 4 4 3 4 3 4 4 4 4 43 3,91 
32 4 4 1 3 4 5 4 4 4 3 4 40 3,64 
33 5 4 5 4 4 3 4 4 4 5 4 46 4,18 
34 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 37 3,36 
35 5 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 41 3,73 
36 4 5 4 3 4 3 4 4 4 4 3 42 3,82 






X2   
1 2 3 4 5 6 Total X2 X2 
1 4 3 4 3 3 4 21 3,50 
2 3 2 2 4 4 4 19 3,17 
3 3 4 4 4 4 4 23 3,83 
4 4 4 5 5 5 5 28 4,67 
5 2 2 2 2 2 4 14 2,33 
6 2 5 5 5 5 4 26 4,33 
7 2 3 5 5 4 4 23 3,83 
8 4 4 5 5 5 5 28 4,67 
9 3 4 5 5 5 4 26 4,33 
10 3 4 4 4 4 5 24 4,00 
11 3 3 4 4 4 4 22 3,67 
12 2 5 4 4 4 4 23 3,83 
13 3 5 4 4 4 4 24 4,00 
14 2 4 4 4 4 4 22 3,67 
15 3 4 5 5 4 4 25 4,17 
16 2 3 5 4 4 4 22 3,67 
17 4 5 4 4 4 4 25 4,17 
18 3 4 4 5 4 4 24 4,00 
19 3 4 5 4 5 4 25 4,17 
20 3 4 4 4 4 4 23 3,83 
21 3 4 4 4 4 4 23 3,83 
22 4 3 4 4 4 4 23 3,83 
23 3 4 4 4 4 4 23 3,83 
24 3 3 3 4 3 4 20 3,33 
25 2 4 4 4 4 4 22 3,67 
26 2 4 4 4 5 4 23 3,83 
27 2 4 4 4 5 5 24 4,00 
28 2 4 4 4 4 4 22 3,67 
29 2 4 4 4 4 4 22 3,67 
30 4 4 4 3 4 4 23 3,83 
31 4 4 4 3 4 4 23 3,83 
32 4 4 5 3 4 4 24 4,00 
33 4 4 5 5 5 4 27 4,50 
34 4 3 4 4 3 3 21 3,50 
35 3 4 3 4 4 4 22 3,67 
36 4 4 4 4 4 4 24 4,00 







X3   
1 2 3 4 5 6 Total X3 X3 
1 5 5 3 3 3 3 22 3,67 
2 5 4 4 4 4 4 25 4,17 
3 5 5 4 4 4 4 26 4,33 
4 3 5 5 5 5 5 28 4,67 
5 5 5 5 5 5 5 30 5,00 
6 5 5 5 5 5 5 30 5,00 
7 5 5 5 5 5 5 30 5,00 
8 5 5 5 5 5 5 30 5,00 
9 5 5 5 5 4 5 29 4,83 
10 5 5 5 5 5 5 30 5,00 
11 4 4 4 4 4 4 24 4,00 
12 5 5 5 5 5 4 29 4,83 
13 5 5 5 5 5 5 30 5,00 
14 4 4 4 4 4 4 24 4,00 
15 5 5 4 5 5 5 29 4,83 
16 5 5 4 4 4 5 27 4,50 
17 5 4 4 5 5 5 28 4,67 
18 5 5 4 4 4 4 26 4,33 
19 4 4 5 5 4 5 27 4,50 
20 4 4 4 4 4 4 24 4,00 
21 4 4 4 4 4 4 24 4,00 
22 4 4 5 4 4 4 25 4,17 
23 4 4 4 4 4 4 24 4,00 
24 5 5 4 5 5 4 28 4,67 
25 4 4 4 4 4 4 24 4,00 
26 5 5 4 5 5 5 29 4,83 
27 5 5 4 5 5 5 29 4,83 
28 4 4 4 4 4 4 24 4,00 
29 5 5 5 5 5 5 30 5,00 
30 4 4 3 4 4 4 23 3,83 
31 4 4 3 4 4 4 23 3,83 
32 4 5 3 4 5 5 26 4,33 
33 2 4 4 4 3 4 21 3,50 
34 3 3 3 4 5 5 23 3,83 
35 3 4 4 4 3 4 22 3,67 
36 4 4 4 4 4 4 24 4,00 







Y   
1 2 3 4 5 6 7 Total Y Y 
1 3 4 3 3 4 4 4 25 3,57 
2 3 2 4 4 4 4 4 25 3,57 
3 5 4 4 4 4 4 4 29 4,14 
4 5 5 5 5 5 4 4 33 4,71 
5 5 5 5 4 5 5 5 34 4,86 
6 5 5 5 5 5 5 5 35 5 
7 5 5 5 5 5 5 5 35 5 
8 5 5 5 5 5 5 5 35 5 
9 4 5 4 4 4 4 4 29 4,14 
10 5 5 5 5 4 5 5 34 4,86 
11 4 4 4 4 4 4 4 28 4 
12 5 5 5 4 4 4 4 31 4,43 
13 5 5 4 4 4 4 4 30 4,29 
14 4 4 4 4 4 4 4 28 4 
15 5 5 5 5 5 5 5 35 5 
16 4 4 4 4 4 4 4 28 4 
17 5 5 5 5 5 5 5 35 5 
18 5 4 5 5 4 4 4 31 4,43 
19 4 5 5 4 4 4 4 30 4,29 
20 4 4 4 4 4 4 4 28 4 
21 4 4 4 4 4 3 3 26 3,71 
22 5 5 5 5 4 3 3 30 4,29 
23 4 4 4 4 4 4 4 28 4 
24 4 4 4 4 4 4 4 28 4 
25 4 4 4 4 4 4 4 28 4 
26 4 4 4 5 5 5 5 32 4,57 
27 4 4 4 5 5 5 5 32 4,57 
28 4 4 4 4 4 4 4 28 4 
29 4 4 4 4 4 4 4 28 4 
30 4 4 4 4 4 4 4 28 4 
31 4 4 4 4 4 4 4 28 4 
32 4 4 5 4 4 4 4 29 4,14 
33 5 4 5 4 4 4 4 30 4,29 
34 4 4 4 4 4 4 4 28 4 
35 4 3 4 4 3 4 3 25 3,57 
36 5 4 4 4 4 5 4 30 4,29 






Lampiran 4: Uji Kualitas Data 











































Sig. (2-tailed) .000 
N 37 











































































Sig. (2-tailed) .000 
N 37 
**. Correlation is significant at the 0.01 level 
(2-tailed). 
 









































Sig. (2-tailed) .010 
N 37 
*. Correlation is significant at the 0.05 level 
(2-tailed). 













































Sig. (2-tailed) .000 
N 37 
**. Correlation is significant at the 0.01 level 
(2-tailed). 
 




N of Items 
.887 7 
 
















N of Items 
.687 6 
 












Lampiran 5: Statistik Deskriptif 
y1 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
R 2 5.4 5.4 5.4 
S 20 54.1 54.1 59.5 
SS 15 40.5 40.5 100.0 
Total 37 100.0 100.0  
y2 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
TS 1 2.7 2.7 2.7 
R 1 2.7 2.7 5.4 
S 22 59.5 59.5 64.9 
SS 13 35.1 35.1 100.0 
Total 37 100.0 100.0  
y3 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
R 1 2.7 2.7 2.7 
S 22 59.5 59.5 62.2 
SS 14 37.8 37.8 100.0 
Total 37 100.0 100.0  
 
y4 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
R 1 2.7 2.7 2.7 
S 25 67.6 67.6 70.3 
SS 11 29.7 29.7 100.0 
Total 37 100.0 100.0  
 
y5 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
R 1 2.7 2.7 2.7 





SS 9 24.3 24.3 100.0 
Total 37 100.0 100.0  
 
y6 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
R 2 5.4 5.4 5.4 
S 25 67.6 67.6 73.0 
SS 10 27.0 27.0 100.0 
Total 37 100.0 100.0  
 
y7 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
R 3 8.1 8.1 8.1 
S 25 67.6 67.6 75.7 
SS 9 24.3 24.3 100.0 






 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
S 26 70.3 70.3 70.3 
SS 11 29.7 29.7 100.0 
Total 37 100.0 100.0  
 
x1.2 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
R 3 8.1 8.1 8.1 
S 19 51.4 51.4 59.5 
SS 15 40.5 40.5 100.0 







 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
STS 1 2.7 2.7 2.7 
R 1 2.7 2.7 5.4 
S 24 64.9 64.9 70.3 
SS 11 29.7 29.7 100.0 
Total 37 100.0 100.0  
 
x1.4 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
R 5 13.5 13.5 13.5 
S 21 56.8 56.8 70.3 
SS 11 29.7 29.7 100.0 




 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
R 6 16.2 16.2 16.2 
S 22 59.5 59.5 75.7 
SS 9 24.3 24.3 100.0 
Total 37 100.0 100.0  
 
x1.6 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
R 9 24.3 24.3 24.3 
S 19 51.4 51.4 75.7 
SS 9 24.3 24.3 100.0 








 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
TS 2 5.4 5.4 5.4 
R 7 18.9 18.9 24.3 
S 21 56.8 56.8 81.1 
SS 7 18.9 18.9 100.0 
Total 37 100.0 100.0  
 
x1.8 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
R 2 5.4 5.4 5.4 
S 28 75.7 75.7 81.1 
SS 7 18.9 18.9 100.0 




 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
R 2 5.4 5.4 5.4 
S 28 75.7 75.7 81.1 
SS 7 18.9 18.9 100.0 
Total 37 100.0 100.0  
 
x1.10 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
TS 1 2.7 2.7 2.7 
R 2 5.4 5.4 8.1 
S 21 56.8 56.8 64.9 
SS 13 35.1 35.1 100.0 









 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
R 3 8.1 8.1 8.1 
S 23 62.2 62.2 70.3 
SS 11 29.7 29.7 100.0 
Total 37 100.0 100.0  
 
x2.1 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
TS 11 29.7 29.7 29.7 
R 15 40.5 40.5 70.3 
S 11 29.7 29.7 100.0 
Total 37 100.0 100.0  
 
x2.2 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
TS 2 5.4 5.4 5.4 
R 7 18.9 18.9 24.3 
S 24 64.9 64.9 89.2 
SS 4 10.8 10.8 100.0 
Total 37 100.0 100.0  
 
x2.3 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
TS 2 5.4 5.4 5.4 
R 3 8.1 8.1 13.5 
S 22 59.5 59.5 73.0 
SS 10 27.0 27.0 100.0 










 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
TS 1 2.7 2.7 2.7 
R 4 10.8 10.8 13.5 
S 24 64.9 64.9 78.4 
SS 8 21.6 21.6 100.0 
Total 37 100.0 100.0  
 
x2.5 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
TS 1 2.7 2.7 2.7 
R 4 10.8 10.8 13.5 
S 24 64.9 64.9 78.4 
SS 8 21.6 21.6 100.0 




 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
R 1 2.7 2.7 2.7 
S 32 86.5 86.5 89.2 
SS 4 10.8 10.8 100.0 
Total 37 100.0 100.0  
 
x3.1 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
TS 1 2.7 2.7 2.7 
R 4 10.8 10.8 13.5 
S 13 35.1 35.1 48.6 
SS 19 51.4 51.4 100.0 







 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
R 1 2.7 2.7 2.7 
S 17 45.9 45.9 48.6 
SS 19 51.4 51.4 100.0 
Total 37 100.0 100.0  
x3.3 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
R 5 13.5 13.5 13.5 
S 20 54.1 54.1 67.6 
SS 12 32.4 32.4 100.0 
Total 37 100.0 100.0  
x3.4 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
R 1 2.7 2.7 2.7 
S 20 54.1 54.1 56.8 
SS 16 43.2 43.2 100.0 
Total 37 100.0 100.0  
x3.5 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
R 4 10.8 10.8 10.8 
S 17 45.9 45.9 56.8 
SS 16 43.2 43.2 100.0 
Total 37 100.0 100.0  
x3.6 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
R 1 2.7 2.7 2.7 
S 19 51.4 51.4 54.1 
SS 17 45.9 45.9 100.0 









 N Mean 
y1 37 4.35 
y2 37 4.27 
y3 37 4.35 
y4 37 4.27 
y5 37 4.22 
y6 37 4.22 
y7 37 4.16 





 N Mean 
x1.1 37 4.30 
x1.2 37 4.32 
x1.3 37 4.19 
x1.4 37 4.16 
x1.5 37 4.08 
x1.6 37 4.00 
x1.7 37 3.89 
x1.8 37 4.14 
x1.9 37 4.14 
x1.10 37 4.24 
x1.11 37 4.22 
Valid N (listwise) 37  
 
Descriptive Statistics 
 N Mean 
x2.1 37 3.00 
x2.2 37 3.81 
x2.3 37 4.08 
x2.4 37 4.05 
x2.5 37 4.05 
x2.6 37 4.08 







 N Mean 
x3.1 37 4.35 
x3.2 37 4.49 
x3.3 37 4.19 
x3.4 37 4.41 
x3.5 37 4.32 
x3.6 37 4.43 













Model R R Square Adjusted R 
Square 




 .740 .717 .22685 
a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1 





Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 
Regression 4.837 3 1.612 31.330 .000
b
 
Residual 1.698 33 .051   
Total 6.535 36    
a. Dependent Variable: Y 









t Sig. Collinearity 
Statistics 
B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 
(Constant) .010 .472  .022 .983   
X1 .541 .125 .536 4.322 .000 .513 1.951 
X2 .200 .093 .196 2.137 .040 .936 1.068 
X3 .284 .107 .323 2.660 .012 .533 1.876 






Model Dimension Eigenvalue Condition Index Variance Proportions 
(Constant) X1 X2 X3 
1 
1 3.981 1.000 .00 .00 .00 .00 
2 .011 19.028 .01 .06 .54 .17 
3 .005 29.448 .98 .04 .44 .07 
4 .003 34.496 .00 .90 .03 .76 









 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 
Predicted Value 3.5655 4.9631 4.2603 .36654 37 
Std. Predicted Value -1.895 1.917 .000 1.000 37 
Standard Error of Predicted 
Value 
.041 .172 .070 .026 37 
Adjusted Predicted Value 3.5566 4.9554 4.2495 .36999 37 
Residual -.51433 .38616 .00000 .21719 37 
Std. Residual -2.267 1.702 .000 .957 37 
Stud. Residual -2.417 2.387 .018 1.048 37 
Deleted Residual -.58442 .83098 .01072 .26998 37 
Stud. Deleted Residual -2.623 2.584 .017 1.088 37 
Mahal. Distance .182 19.747 2.919 3.494 37 
Cook's Distance .000 1.931 .078 .316 37 
Centered Leverage Value .005 .549 .081 .097 37 
a. Dependent Variable: Y 
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